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ABSTRAK  

 

Indra Anugrah Pratama . Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel Terhadap 

Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Pada BPKPD Kab. Pinrang. (Dibimbing oleh 

Ismayanti). 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana tingkat efektivitas dan 

kontribusi pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Pinrang 

selama periode tahun 2021 hingga tahun 2024. Fokus utama penelitian ini adalah untuk 

mengevaluasi sejauh mana realisasi penerimaan pajak hotel mampu mencapai target yang 

telah ditetapkan serta seberapa besar kontribusinya dalam struktur PAD. 

Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik 

pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi mendalam dengan 

pihak terkait di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) 

Kabupaten Pinrang. 

Hasil analisis menunjukkan bahwa efektivitas pajak hotel bersifat fluktuatif; tahun 

2022 mencapai angka tertinggi sebesar 100,34% (sangat efektif), sementara tahun 2023 

dan 2024 menurun drastis menjadi 76,09% dan 71,98%.  Penurunan ini menandakan 

lemahnya kinerja fiskal daerah yang dipicu oleh rendahnya kepatuhan wajib pajak, 

kurangnya partisipasi pelaku usaha, serta hambatan teknis pada sistem digital seperti 

aplikasi Sipakkamaja yang belum optimal. Ketidakefisienan penggunaan sumber daya 

dan minimnya keterlibatan stakeholder memperparah situasi, menjauhkan capaian dari 

lima indikator efektivitas yang ideal menurut teori Mahmudi.. Dari sisi kontribusi Pajak 

Hotel terhadap PAD masih jauh dari harapan. Meski sempat menunjukkan peningkatan 

nominal pada tahun 2021 dan 2022, tren kontribusi justru menurun pada tahun 2023 dan 

2024, memperjelas bahwa sektor perhotelan belum dapat diandalkan sebagai penggerak 

utama PAD. Berdasarkan teori kontribusi Kurt Lewin dengan pendekatan Group 

Dynamics, rendahnya kontribusi ini dikaitkan dengan minimnya partisipasi aktif pelaku 

usaha, lemahnya kolaborasi antar pihak terkait, serta kurang optimalnya kapasitas sumber 

daya manusia. Hasil analisis menunjukkan bahwa efektivitas dan kontribusi pajak hotel 

masih belum optimal akibat rendahnya kepatuhan wajib pajak, kurangnya kolaborasi 

antar stakeholder, serta belum maksimalnya pemanfaatan sistem digital dalam proses 

pemungutan. Oleh Karena itu, diperlukan strategi peningkatan efektivitas melalui 

pendekatan partisipatif, penguatan kapasitas aparatur, dan peningkatan kesadaran wajib 

pajak serta pengawasan berbasis data untuk menjadikan pajak hotel sebagai instrumen 

fiskal yang tidak hanya berfungsi secara optimal, tetapi juga berdampak nyata bagi 

pembangunan daerah secara berkelanjutan. 

Kata Kunci  : Pajak Hotel, Efektivitas, Kontribusi, Pendapatan Asli Daerah, BPKPD 

Kab. Pinrang 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB -LATIN  

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih hurufan dari abjad yang satu ke abjad 

yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan 

huruf-huruf latin beserta perangkatnya.  

1. Konsonan 

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian 

dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda 

sekaligus. 

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf 

latin: 

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan 

Huruf Arab  Nama Huruf Latin  Nama 

ϒ Alif  Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan 

Ϟ Ba B Be 

Ϥ Ta T Te 

Ϩ a  es (dengan titik di atas) 

Ϭ Jim J Je 

ϰ a  ha (dengan titik di bawah) 

ϴ Kha Kh ka dan ha 

ϸ Dal D De 

Ϻ ŧal ŧ Zet (dengan titik di atas) 

ϼ Ra R Er 

Ͼ Zai Z Zet 
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Ѐ Sin S Es 

Є Syin Sy es dan ye 

Ј ad  es (dengan titik di bawah) 

Ќ ad  de (dengan titik di bawah) 

А a  te (dengan titik di bawah) 

Д a  zet (dengan titik di bawah) 

И `ain ` koma terbalik (di atas) 

М Gain G Ge 

Р Fa F Ef 

Ф Qaf Q Ki  

Ш Kaf K Ka 

Ь Lam L El 

а Mim M Em 

д Nun N En 

м Wau W We 

к Ha H Ha 

 ̭ Hamzah ó Apostrof 

р Ya Y Ye 

 

2. Vokal 

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau 

monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

1. Vokal Tunggal  

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut: 



 

xvi 

 

    Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal 

Huruf Arab  Nama Huruf Latin  Nama 

 Fathah A A 

 Kasrah I I 

 Dammah U U 

 

2. Vokal Rangkap 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat 

dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut: 

 

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap 

Huruf Arab  Nama Huruf Latin  Nama 

..̲.̶р Fathahdan ya Ai  a dan u 

..̲.̶м Fathah dan wau Au a dan u  

Contoh: 

-  ̲ϟ̲ϧ̲Ъ kataba 

-  ̲Э̲Л̲Т fa`ala 

-  ̲Э̴ϛ̳Ђ suila 

-  ̲С̶у̲Ъ kaifa 

-  ̲Ь̶н̲ϲ haula 

 

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut: 
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Tabel 0.4: Tabel Transliterasi Maddah 

Huruf Arab  Nama Huruf Latin  Nama 

 ..̲.о..̲.Ϝ Fathah dan alif atau ya ǔ a dan garis di atas 

..̴.о Kasrah dan ya Ǭ i dan garis di atas 

..̳.м Dammah dan wau ȉ u dan garis di atas 

Contoh: 

-  ̲Ьϝ̲Ц qǕla 

- п̲в̲ϼ ramǕ 

-  ̲Э̶у̴Ц qǭla 

-  ̳Ь̶н̳Ч̲т yaqȊlu 

 

4. Taô Marbutah 

Transliterasi untuk taô marbutah ada dua, yaitu: 

1. Taô marbutah hidup 

Taô marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, 

transliterasinya adalah ñtò. 

2. Taô marbutah mati 

Taô marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah 

ñhò. 

3. Kalau pada kata terakhir dengan taô marbutah diikuti oleh kata yang 

menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka taô 

marbutah itu ditransliterasikan dengan ñhò. 

Contoh: 

-  ̴Ьϝ̲У̶А̲цϜ ̳ϣ̲Ўϔ̶̲ϼ raudah al-atfǕl/raudahtul atfǕl 

-  ̶т̴Ϲ̲г̶ЮϜ ̳Ϣ̲ϼΖн̲з̳г̶ЮϜ ̳ϣ̲з  al-madǭnah al-munawwarah/al-madǭnatul munawwarah 

-  ̶ϣ̲ϳ̶Я̲А  talhah 
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5. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah 

tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang 

sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu. 

Contoh: 

-  ̲ЬΖϿ̲ж nazzala 

-  ΗϽ̴ϡЮϜ al-birru 

 

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ЬϜ, 

namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas: 

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah 

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan 

bunyinya, yaitu huruf ñlò diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang 

itu. 

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah 

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai 

dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.Baik diikuti oleh 

huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang 

mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang. 

Contoh: 

-  ̳Э̳ϮΖϽЮϜ ar-rajulu 

-  ̳б̲Я̲Ч̶ЮϜ al-qalamu 

-  ̳Ёг̶ΖЇЮϜ asy-syamsu 

-  ̳Ь̲ы̲ϯ̶ЮϜ al-jalǕlu 

 

7. Hamzah 

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof.Namun hal itu hanya berlaku bagi 

hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata.Sementara hamzah yang terletak di awal 

kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif. 
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Contoh: 

-  ̳ϻ̳϶̶ϓ̲Ϧ taôkhuŨu 

-  ̰ϙу̲І syaiôun 

-  ̶̭̳нΖзЮϜ an-nauôu 

-  Ζд̴ϖ inna 

 

8. Penulisan Kata 

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya 

kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan 

dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata 

tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya. 

Contoh: 

-  ̲е̶у̴Ц̴ϾϜΖϽЮϜ ̳Ͻ̶у̲϶ ̲н̳л̲Т ̲ Ζд̴ϖ ̲м  Wa innallǕha lahuwa khair ar-rǕziqǭn/ 

Wa innallǕha lahuwa khairurrǕziqǭn 

-  ϝ̲кϝ̲Ђ̶Ͻ̳в ̲м ϝ̲кϜ̲Ͻ̶ϯ̲в ̴ ̴б̶Ѓ̴Ϡ  BismillǕhi majrehǕ wa mursǕhǕ 

 

9. Huruf Kapital  

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam 

transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang 

berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal 

nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, 

maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf 

awal kata sandangnya. 

Contoh: 

-  ̲е̶у̴г̲Юϝ̲Л̶ЮϜ ̴̵Ϟ̲ϼ ̴ύ ̳Ϲ̶г̲ϳ̶ЮϜ  Alhamdu lillǕhi rabbi al-`Ǖlamǭn 

-  ̴б̶у̴ϲΖϽЮϜ ̴ег̶ϲΖϽЮϜ   Ar-rahmǕnir rahǭm/Ar-rahmǕn ar-rahǭm 

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah Swt. hanya berlaku bila dalam tulisan 

Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain 

sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan. 
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Contoh: 

-  ̰б̶у̴ϲ̲ϼ ̰ϼ̶н̳У̲О ̳  AllaǕhu gafȊrun rahǭm 

-  ϝ̯Л̶у̴г̲Ϯ ̳ϼ̶н̳в̳цϜ ̴̴̵  LillǕhi al-amru jamǭ`an/LillǕhil-amru jamǭ`an 

 

10. Tajwid  

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi 

ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid.Karena itu peresmian 

pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid. 

 

A. Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:  

 Swt.   = subỠǕnahu wataԄǕlǕ 

saw.  =  Shallallahu óAlaihi wa Sallamô 

a.s.  =  alaihis salam 

H  =  Hijriah  

M  =  Masehi 

SM  =  Sebelum Masehi 

1. = Lahir Tahun 

w. = Wafat tahun 

QSé/é:4 = QS. al-Baqarah/2:187atau QS Ibrahim/é.,ayat4 

HR = Hadis Riwayat 

 

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu 

dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut: 

ed.  : Editor (atau, eds, [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). 

Karena dalam Bahasa Indonesia kata ñeditorò berlaku baik untuk satu 

atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s). 

et al,  : ñDan lain-lainò atau ñdan kawan-kawanò (singkatan dari et alia). Ditulis 

dengan huruf miring.Alternatifnya, digunakan singkatan dkk, (ñdan 

kawan-kawanò) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak. 
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Cet : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis. 

Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan untuk 

karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahannya. 

Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau 

ensiklopedi dalam Bahasa inggris. Untuk buku-buku berbahasa arab 

biasanya digunakan kata juz. 

No.  : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah 

berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya. 
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BAB I  

PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang 

 Pendapatan Asli Daerah (PAD) memegang peranan yang sangat penting 

dalam pembiayaan pembangunan daerah. PAD menjadi sumber daya utama yang 

mendukung kelangsungan dan keberlanjutan pembangunan, sekaligus memberikan 

otonomi fiskal bagi pemerintah daerah dalam merencanakan dan melaksanakan 

berbagai program serta kegiatan pembangunan. Melalui PAD, pemerintah daerah 

dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik, membangun infrastruktur, dan 

memperbaiki kesejahteraan masyarakat secara lebih merata. Salah satu sumber utama 

PAD adalah pajak daerah, yang diperoleh dari berbagai jenis pajak yang dikenakan 

kepada masyarakat dan pelaku usaha. 

 Secara umum, pajak dapat didefinisikan sebagai pungutan yang 

diwajibkan oleh negara (Pemerintah) kepada masyarakat, yang dasar hukumnya 

terdapat dalam undang-undang. Pajak merupakan kewajiban yang bersifat memaksa, 

artinya setiap individu atau badan yang telah ditetapkan sebagai wajib pajak harus 

memenuhi kewajiban tersebut tanpa adanya imbalan atau balas jasa langsung (kontra 

prestasi) dari negara. Hasil dari pungutan pajak ini kemudian digunakan untuk 

membiayai pengeluaran negara, baik untuk penyelenggaraan pemerintahan maupun 

untuk kegiatan pembangunan nasional yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat.
1
 

 Penting untuk dicatat bahwa pajak bukanlah pembayaran sukarela, 

melainkan kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap wajib pajak yang telah 

ditentukan. Karena sifatnya yang memaksa, mereka yang tidak memenuhi 

kewajiban membayar pajak dapat dikenakan sanksi, baik berupa denda atau 

tindakan hukum lainnya. Dengan adanya kewajiban ini, negara dapat memastikan 

bahwa kas negara selalu terisi dengan dana yang diperoleh dari pajak, yang 

digunakan untuk membiayai berbagai program dan kebijakan yang mendukung 

 

1 Amin Widjaja Tunggal, Pelaksanaan Pajak Penghasilan Perseorangan (Jakarta: Rineka Cipta, 

1991, hlm. 15. 
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pembangunan dan pelayanan publik.
2
 

 Lebih lanjut, pengenaan pajak berdasarkan undang-undang menjamin 

adanya asas keadilan dan kepastian hukum. Ini berarti bahwa pemerintah tidak 

dapat menetapkan pajak secara sewenang-wenang, melainkan harus mengikuti 

kententuan yang telah diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan. 

Selain itu, wajib pajak berhak mendapatkan perlakuan yang adil, sesuai dengan 

kemampuan dan kewajibannya, sehingga prinsip keadilan dalam pemungutan pajak 

dapat tercapai. Dengan demikian, melalui sistem pemungutan pajak yang 

transparan dan berdasarkan hukum, pemerintah dapat memastikan bahwa setiap 

individu dan badan yang berkontribusi kepada negara akan memenuhi 

kewajibannya dengan adil dan tepat, yang pada akhirnya berperan penting dalam 

mendukung kelancaran pembangunan dan kesejahteraan sosial.
3
 

 Di Indonesia, banyak ahli pajak yang memberikan/membuat pembagian 

pajak, yang memiliki perbedaan antara satu ahli dengan ahli lainnya. Pembagian 

pajak yang berbeda tersebut dikaitkan dengan sudut pandang masing-masing ahli 

terhadap pajak tersebut. Salah satu pembagian yang umumnya dilakukan adalah 

berdasarkan lembaga pemungut pajak. 

Ditinjau dari lembaga pemungutannya, pajak dibedakan menjadi dua, 

yaitu pajak pusat (disebut juga pajak negara) dan pajak daerah. Pembagian jenis 

pajak ini di Indonesia terkait dengan hierarki pemerintahan yang berwenang 

menjalankan pemerintahan dan memungut sumber pendapatan negara, khususnya 

pada masa otonomi daerah masa ini. Secara garis besar, hierarki pemerintahan di 

Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu pemerintah pusat dan pemerintah daerah. 

Kemudian, pemerintah daerah dibagi lagi menjadi dua, yaitu pemerintah provinsi 

dan pemerintah kabupaten/kota. Dengan demikian, pembagian jenis pajak menurut 

lembaga pemungutannya di Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu pajak pusat dan 

pajak daerah (yang terbagi menjadi pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota). 

Setiap tingkatan pemerintah hanya dapat memungut pajak yang ditetapkan menjadi 

 
2 Amin Widjaja Tunggal, Pelaksanaan Pajak Penghasilan Perseorangan (Jakarta: Rineka Cipta, 

1991, hlm.16. 
3 Amin Widjaja Tunggal, Pelaksanaan Pajak Penghasilan Perseorangan (Jakarta: Rineka Cipta, 

1991, hlm. 16. 
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kewenangannya, dan tidak boleh memungut pajak yang bukan kewenangannya. 

Hal ini dimaksud untuk menghindari adanya tumpeng tindih (perebutan 

kewenangan) dalam pemungutan pajak terhadap masyarakat.
4
 

 Pajak, sebagai sumber pendapatan negara, dibedakan berdasarkan lembaga 

yang memungutnya, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat, atau yang 

sering disebut sebagai pajak negara adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah 

pusat, yang bertujuan untuk membiayai kegiatan pemerintah di tingkat nasional dan 

memastikan terselenggaranya pembangunan yang merata di seluruh wilayah 

Indonesia. Beberapa contoh pajak pusat antara lain Pajak Penghasilan (PPh), Pajak 

Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Bea Cukai.
5
 

 Sementara itu, pajak daerah adalah iuran yang wajib dibayar oleh setiap 

individu atau badan usaha yang dikenakan oleh pemerintah daerah sebagai bagian 

dari sistem perpajakan di Indonesia, pajak daerah memiliki peranan yang sangat 

penting dalam mendukung keberlanjutan pembangunan daerah serta pemberdayaan 

pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat 

setempat. Di antaranya, pajak hotel yang cukup segnifikan dalam memberikan 

kontribusi terhadap pendapatan daerah.
6
 

 Pajak hotel memiliki peran yang sangat strategis dalam meningkatkan 

PAD, terutama di daerah-daerah yang memiliki potensi pariwisata yang terus 

berkembang. Pajak yang dikenakan pada sektor perhotelan tidak hanya menjadi 

instrument pendapatan daerah, tetapi juga mencerminkan kemajuan sektor 

pariwisata. Peningkatan jumlah wisatawan yang mengunjungi suatu daerah, baik 

untuk tujuan bisnis maupun rekreasi, mendorong perkembangan hotel, yang pada 

gilirannya akan memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan pajak 

daearah. Oleh karena itu, pemungutan pajak dari sektor ini harus dikelola secara 

optimal untuk memastikan bahwa pendapatan yang diperoleh dapat dimanfaatkan 

secara efektif untuk mendukung program pembangunan yang berkelanjutan. Oleh 

karena itu, penting untuk melakukan evaluasi menyeluruh terkait pemungutan pajak 

pada sektor ini, guna memastikan bahwa kontribusi pajak hotel dapat 

 

4 Mardiasmo. Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2017. Penerbit Andi: Yogyakarta: 2017 
5 Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000, op.cit., Pasal 1 angka 6. 
6 Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000, op.cit., Pasal 1 angka 6. 
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dimaksimalkan untuk mendukung pembangunan daerah yang lebih baik dan 

berkelanjutan.
7
 

 Kabupaten Pinrang, yang terletak di Provinsi Sulawesi Selatan, memiliki 

potensi pariwisata yang terus berkembang pesat. Keindahan alamnya yang meliputi 

pantai, pegunungan, dan area pertanian yang subur, menjadikan tujuan wisata yang 

menarik bagi para wisatawan, baik domestic maupun mancanegara. Selain itu, 

budaya lokal yang kental, seperti upacara adat dan kerajinan tangan, turut 

memperkaya pengalaman wisata yang dapat ditawarkan kepada pengunjung. 

 Dengan semakin berkembangnya sektor pariwisata di Kabupaten Pinrang, 

kebutuhan akan fasilitas pendukung seperti hotel menjadi semakin penting. 

Fasilitas-fasilitas ini tidak hanya menyediakan tempat menginap bagi wisatawan, 

tetapi juga memberikan kenyamanan dan kemudahan yang meningkatkan 

pengalaman mereka selama berada di daerah ini. Hotel yang berkualitas juga 

dapat menarik lebih banyak wisatawan, yang pada gilirannya akan mendorong 

pertumbuhan ekonomi daerah. 

 Salah satu aspek penting yang turut mendukung kemajuan sektor 

pariwisata adalah kontribusi pajak yang dikenakan pada hotel. Pajak tersebut 

memiliki peran yang sangat signifikan dalam meningkatkan Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) Kabupaten Pinrang. Melalui pajak ini, pemerintah daerah dapat 

memperoleh sumber daya finansial yang cukup untuk membiayai berbagai 

pembangunan infrastruktur, peningkatan pelayanan publik, dan pembangunan 

sektor pariwisata itu sendiri. Selain itu, pajak yang terkumpul juga dapat digunakan 

untuk mendukung promosi pariwisata, memperbaiki aksesibilitas, serta 

melestarikan lingkungan dan kebudayaan lokal yang menjadi daya tarik utama bagi 

wisatawan. 

 Pendapatan Asli Daearah (PAD) Kabupaten Pinrang, yang dikelola oleh 

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD). Sebagai salah 

satu sumber pendapatan daerah yang strategis, pajak ini berpotensi memberikan 

kontribusi signifikan terhadap pembiayaan pembangunan dan peningkatan kualitas 

layanan publik di Kabupaten Pinrang. 

 

7 Mardiasmo. Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2017. Penerbit Andi: Yogyakarta: 2017 
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BPKPD Kabupten pinrang bertanggung jawab untuk mengelola pemungutan dan 

pengawasan pajak hotel dengan tujuan memastikan kepatuhan dari para wajib 

pajak, serta memaksimalkan potensi penerimaan daerah. Pengelolaan yang efisien 

dan transparan dari BPKPD sangat penting untuk memastikan bahwa dana yang 

diperoleh dari pajak ini dapat dimanfaatkan secara optimal. Selain itu tantangan 

yang dihadapi adalah meningkatkan kesadaran pelaku usaha hotel mengenai 

kewajiban pajak mereka, serta memastikan sistem pemungutan yang diterapkan 

dapat berjalan dengan lancar dan tanpa hambatan. 

 Selain itu, BPKPD juga perlu memastikan bahwa pajak yang terkumpul 

digunakan secara tepat sasaran untuk mendukung pembangunan daerah, terutama 

dalam pembangunan sektor pariwisata, infrastruktur, serta peningkatan kualitas 

pelayanan publik. Dengan pemanfaatan yang tepat, pajak hotel tidak hanya 

berkontribusi terhadap peningkatan PAD, tetapi juga dapat mendukung 

pertumbuhan ekonomi daerah secara keseluruhan, menciptakan lapangan kerja, 

serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

 Pendapatan dari sektor pajak hotel menunjukkan kinerja yang cukup baik 

pada tahun 2021 dan 2022, di mana realisasi penerimaan berhasil mencapai bahkan 

melebihi target yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Hal ini 

mencerminkan tingkat kepatuhan wajib pajak yang cukup tinggi serta pulihnya 

aktivitas pariwisata dan perhotelan pasca pandemi. Namun, pada tahun 2023 dan 

2024, realisasi pendapatan pajak hotel mengalami penurunan dan tidak berhasil 

memenuhi target yang ditetapkan. Penurunan ini diduga disebabkan oleh beberapa 

faktor, antara lain penurunan tingkat hunian hotel, perlambatan sektor pariwisata, 

serta belum optimalnya pengawasan dan pemungutan pajak daerah di sektor ini. 

Oleh karena itu, dibutuhkan strategi yang lebih intensif untuk mengoptimalkan 

kembali penerimaan pajak hotel di tahun-tahun mendatang.  

TAHUN  TARGET PAD  PENDAPATAN 

2021 190.698.123,00 216.000.000,00 

2022 216.000.000,00 216.740.736,00 

2023 216.000.000,00 164.344.582,00 

2024 216.000.000,00 155.480.389,00 

Tabel 1.1 Sumber data pajak hotel BPKPD Kab. Pinrang 
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 Oleh karena itu, keberhasilan pemungutan dan pengelolaan pajak hotel 

sangat bergantung pada kolaborasi antara BPKPD, pelaku usaha, dan masyarakat. 

Dengan adanya pengawasan yang ketat, sistem pemungutan yang sederhana dan 

transparan, serta pengelolaan yang bijaksana, pajak ini dapat menjadi sumber 

pendapatan yang berkelanjutan untuk Kabupaten Pinrang dan mendukung 

tercapainya tujuan pembangunan daerah yang lebih baik. 

 Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pemungutan pajak 

hotel serta kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah pada BPKPD 

Kabupaten Pinrang, dengan harapan dapat memberikan rekomendasi untuk 

meningkatkan pemungutan pajak dan kontribusinya terhadap pembangunan daerah. 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana tingkat efektivitas penerimaan pajak hotel di Kabupaten Pinrang? 

2. Bagaimana kontribusi pajak hotel terhadap total pendapatan asli daerah 

(PAD) Kabupaten Pinrang? 

C. Tujuan Masalah 

1. Untuk mengetahui bagaimana tingkat efektivitas penerimaan pajak hotel di 

Kabupaten Pinrang? 

2. Untuk mengetahui bagaimana kontribusi pajak hotel terhadap total 

pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Pinrang? 

D. Manfaat Penelitian 

1. Kegunaan Teoretis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam 

mengembangkan literatur tentang efektivitas dan kontribusi pajak hotel 

terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), menambah wawasan tentang 

perpajakan dan keuangan daerah, dan juga merupakan salah satu persyaratan 

untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada Institut Agama Islam Negeri 

Parepare. 

2. Kegunaan Praktis 

1. Bagi Penulis 

Dengan melakukan penelitian ini, penulis memperoleh wawasan yang 

lebih dalam mengenai teori dan praktik pengelolaan Pendapatan Asli 
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Daerah (PAD) serta sebagai sarana untuk menerapkan ilmu yang telah 

diperoleh di perguruan tinggi untuk potensi kontribusi kepada 

masyarakat dan dunia kerja. 

2. Bagi Leading Sektor BPKPD 

Memberikan wawasan baru serta sebagai bahan evaluasi dan 

perumusan kebijakan strategi untuk mengenai tingkat efektivitas 

pemungutan serta besarnya kontribusi pajak hotel terhadap pendapatan 

asli daerah. 

3. Bagi Masyarakat 

Membentuk peningkatan pemahaman mengenai peran pajak hotel 

dalam mendukung pembangunan daerah, masyarakat dapat lebih 

menyadari pentingnya kepatuhan pajak khususnya dari sektor usaha 

perhotelan. Selain itu, dapat mendorong transparansi dan akuntabilitas 

pemerintah daerah dalam mengelola pajak yang digunakan untuk 

membiayai layanan publik dan pembangunan infrastruktur yang 

berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9 

 

BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA  

 

A. Tinjauan Penelitian Relevan 

 Penelitian relevan adalah penelitian yang memiliki keterkaitan atau 

hubungan yang erat dengan topik, masalah, atau variable yang sedang diteliti dalam 

suatu studi. Penelitian ini digunakan sebagai acuan atau landasan dalam Menyusun 

kajian Pustaka karena memberikan informasi, data, atau temuan yang mendukung 

dan memperkaya penelitian yang sedang dilakukan. Relevansi bisa dilihat dari 

kesamaan objek, metode, ruang lingkup, tujuan atau hasil penelitian sebelumnya 

dengan penelitian yang sedang dilakukan.
8
 

 Penelitian ini didasarkan pada sejumlah penelitian sebelumnya yang 

memiliki relevansi terhadap Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel Penerimaan 

Pendapatan Asli Daerah. Tinjauan terhadap penelitian tersebut bertujuan untuk 

memberkuat landasan teoritis serta menambah bahan kajian penulis dalam 

penelitiannya. Adapun penelitian relevan yang penulis jadikan sebagai bahan 

referensi, yaitu : 

1. Penelitian Kustanti Dian Puspitasari, Universitas Negeri Semarang. Efektivitas 

dan kontribusi peneriman pajak hotel terhadap peningkatan Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) Di Kota Semarang Tahun 2018-2020ò, 2022. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui perkembangan pajak hotel di Kota semarang, 

efektivitas pemungutan pajak hotel dan kontribusi pajak hotel. Metode penelitian 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Teknik 

pengumpulan data yaitu dokumentasi dan wawancara. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa realisasi dan potensi Pajak Hotel dari tahun ke tahun 

menunjukkan perkembangan yang naik. Realisasi penerimaan Pajak Hotel tahun 

2018 sebesar Rp.20.366.062.375, tahun 2019 sebesar Rp.22.188.743.528 dan 

tahun 2020 sebesar Rp.23.000.974.050. Potensi penerimaan Pajak Hotel pada 

tahun 2018 sebesar Rp.17.149.930.696, tahun 2019 sebesar 0.20.913.598.065 

 

8 Sugiono. ñMetode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&Dò. 

(Bandung : Alfabeta, 2017). 
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dan tahun 2020 sebesar Rp.26.060.669.091. Sedangkan efektivitas penerimaan 

pajak hotel menunjukan penurunan tiap tahunnya, tahun 2018 sebesar 118,75% 

(efektif), tahun 2019 sebesar 106,10% (efektif), dan tahun 2020 sebesar 88,26% 

(cukup efektif). Demikian juga kontribusi Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli 

Daerah mengalami penurunan, tahun 2018 sebesar 8,55%, tahun 2019 sebesar 

8,28%, dan tahun 2020 sebesar 7,53%.
9
 

 Persamaan penelitian diatas yang akan penulis teliti yaitu membahas 

tentang Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap 

Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Adapun perbedaannya, penelitian 

sebelumnya terfokus dalam perkembangan pajak hotel di Kota semarang, 

efektivitas pemungutan pajak hotel dan kontribusi pajak hotel. Sedangkan 

penelitian yang akan diteliti oleh peneliti lebih berfokus pada tingkat efektivitas 

penerimaan pajak hotel di kabupaten pinrang dan bagaimana kontribusi pajak 

hotel terhadap total pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Pinrang. 

2. Penelitian Rani Novitas Dari, Universitas Islam Riau, yang berjudul ñAnalisis 

Potensi Dan Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah 

Pemerintahan Kota Padangò, 2020. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mengetahui bagaimana potensi dan kontribusi pajak hotel terhadap penerimaan 

Pendapatan Asli Daerah Kota Padang, serta pengaruh dari potensi dan kontribusi 

Pajak Hotel terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Padang. Adapun 

metde penelitian yang digunakan deskriptif. kuantitatif, dan kualitatif, yaitu 

penelitian dengan mengumpulkan data-data, memaparkan dan menjelaskan data 

melalui angka-angka. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa potensi pajak 

hotel di kota padang mengalami naik turun pada tahun 2015 sampai tahun 2019. 

Hal ini dibuktikan dengan perhitungan selisih antara realisasi dan potensi 

penerimaan pajak hotel dari tahun 2015 sebesar 17,63%, tahun 2016 sebesar 

25,98%, tahun 2017 sebesar 39,33%, tahun 2018 sebesar 41,21% dan tahun 2019 

sebesar 58,06%, naik turun potensi pajak hotel di kota padang tersebut 

disebabkan oleh jumlah pendapatan hotel yang mengalami hal serupa. Dari hasil 

 

9 Kustanti Dian Puspitasari. ñEfektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel Terhadap 

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota Semarang Tahun 2018 -2020ò. (Skripsi penelitian: 

Universitas Negeri Semarang, Semarang 2022) 
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penelitian ini, dapat diambil kesimpulan bahwa potensi penerimaan pajak hotel 

di kota padang belum mencerminkan potensi yang sebenarnya, oleh karena itu 

Dinas Pendapatan Daerah Kota Padang perlu mengoptimalkan penerimaan pajak 

hotel agar pendapatan asli daerah juga semakin meningkat.
10

 

 Persamaan penelitian diatas yang akan penulis teliti yaitu membahas 

tentang Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Penerimaan 

Pendapatan Asli Daerah (PAD). Adapun perbedaannya, penelitian sebelumnya 

terfokus dalam potensi dan kontribusi pajak hotel terhadap penerimaan 

Pendapatan Asli Daerah Kota Padang, serta pengaruh dari potensi dan kontribusi 

Pajak Hotel terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Padang. 

Sedangkan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti lebih berfokus pada tingkat 

efektivitas penerimaan pajak hotel di kabupaten pinrang dan bagaimana 

kontribusi pajak hotel terhadap total pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten 

Pinrang. 

3. Penelitian Pikri Haykhal Arman, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim 

Riau Pekan Baru. ñAnalisis Penerimaan Pajak Hotel Sebagai Sumber 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dimasa Pandemi Covid-19 Di Kota Batamò, 

2021. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerimaan pajak 

hotel terhadap pendapatan asli daerah Kota Batam dalam masa pandemi Covid-

19, serta untuk mengetahui bagaimana kendala yang dihadapi dan upaya yang 

dilakukan oleh BPPRD Kota Batam dalam memaksimalkan penerimaan pajak 

hotel itu sendiri. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode 

deskriptif kualitatif, yaitu dengan mendeskripsikan data yang sudah 

dikumpulkan melalui studi dokumen dan wawancara lalu disusun sistematis dan 

dianalisa hingga pada akhrinya menghasilkan kesimpulan Melalui penelitian 

yang sudah dilakukan menunjukkan bahwa efektivitas penerimaan pajak hotel 

Kota Batam pada tahun 2020 belum efektif, karena sangat turun dari tahun 

sebelumnya.upaya yang dilakukan untuk meningkatkan penerimaan tersebut 

dengan melakukan penghilangan denda dan pemberian waktu terhadap wajib 

 

10 Rani Novitas Dari. ñAnalisis Potensi Dan Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli 

Daerah Pemerintahan Kota Padang)ò. (Skripsi penelitian: Universitas Islam Riau, Riau 2020) 
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pajak supaya meningkatkan penerimaan pajak khususnya pajak hotel.
11

 

 Persamaan penelitian diatas yang akan penulis teliti yaitu membahas 

tentang Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap 

Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Adapun perbedaannya, penelitian 

sebelumnya terfokus dalam penerimaan pajak hotel terhadap pendapatan asli 

daerah Kota Batam dalam masa pandemi Covid-19, serta untuk mengetahui 

kendala yang dihadapi dan upaya yang dilakukan oleh BPPRD Kota Batam 

dalam memaksimalkan penerimaan pajak hotel itu sendiri. Sedangkan penelitian 

yang akan diteliti oleh peneliti lebih berfokus pada tingkat efektivitas 

penerimaan pajak hotel di kabupaten pinrang dan bagaimana kontribusi pajak 

hotel terhadap total pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Pinrang. 

4. Penelitian Maryam Utina, Universitas Negeri Gorontalo. ñImplementasi 

Kebijakan Pemungutan Pajak Hotel Kategori Rumah Kos Di Kecamatan Kota 

Tengah Kota Gorontaloò, 2021. Penelitian ini bertujuan pelaksanaan penelitian 

ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan : (1) implementasi kebijakan 

pemungutan pajak hotel kategori rumah kos di Kecamatan Kota Tengah Kota 

Gorontalo yang dilkaji dari aspek: wilayah pemungutan pajak kos, pemungutan 

tarif pajak, tata cara pemungutan, pembayaran dan penagihan pajak serta 

pengawasan (2) faktor determinan implementasi kebijakan pemungutan pajak 

hotel kategori rumah kos di Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo yang dikaji 

dari aspek: komunikasi, sumber daya, struktur birokrasi dan disposisi. Metode 

penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian deskriptif dengan analisis 

kualitatif. Teknik prosedur pengumpulan data dilakukan melalui observasi, 

wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan dengan reduksi 

data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Sebagai kesimpulan dari 

penelitian ini adalah : 1) Proses Impelementasi kebijakan pemungutan Pajak 

Hotel kategori Rumah kos di Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo sudah 

dilaksanakan dengan Perda Nomor 1 Tahun 2011 tentang pajak daerah, akan 

tetapi yang perlu dibenahi dan diperhatikan dalam proses penetapan wilayah, 

 

11 Pikri Haykhal Arman. ñAnalisis Penerimaan Pajak Hotel Sebagai Sumber Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) Dimasa Pandemi Covid-19 Di Kota Batamò. (Skripsi penelitian: Universitas Islam Negeri 

Sultan Syarif Kasim Riau Pekan Baru, Batam 2020) 
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dimana banyaknya data yang ada dilapangan tidak sesuai data yang ada di 

BKAD Kota Gorontalo melaluii pendataan, pemantauan dam pendaftaran secara 

berkala untuk menetapkan wajib pajak bagi pemilik kos. 2) Faktor yang 

menentukan keberhasilan implementasi kebijakan perda Nomor 1 Tahun 2011 

tentang Pajak Hotel Kategori rumah kos yang terdiri dari komunikasi, sumber 

daya, disposisi dan struktur birokrasi sudah dilaksanakan dengan baik serta 

sesuai prosedur yang berlaku namun masih ada beberapa hal dari faktor tersebut 

yang perlu ditingkatkan dan dibenahi, misalnya kebijakan ini bisa diindahkan 

oleh wajib pajak untuk membayar pajak tepat waktu serta koordinasi dengan 

pihak BKAD harus menjalani komunikasi yang erat, faktor lainnya yang perlu 

diperhatikan adalah ketersediaan sumber daya manusia yang masih kurang 

karena pentingnya sumber daya manusia yang memadai merupakan salah satu 

faktor utama pelayanan cepat dan puas yang dapat dirasakan masyarakat.
12

 

 Persamaan penelitian diatas yang akan penulis teliti yaitu membahas 

tentang Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap 

Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Adapun perbedaannya, penelitian 

sebelumnya terfokus dalam implementasi kebijakan pemungutan pajak hotel 

kategori rumah kos di Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo yang dilkaji dari 

aspek: wilayah pemungutan pajak kos, pemungutan tarif pajak, tata cara 

pemungutan, pembayaran dan penagihan pajak serta pengawasan (2) faktor 

determinan implementasi kebijakan pemungutan pajak hotel kategori rumah kos 

di Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo. Sedangkan penelitian yang akan 

diteliti oleh peneliti lebih berfokus pada tingkat efektivitas penerimaan pajak 

hotel di kabupaten pinrang dan bagaimana kontribusi pajak hotel terhadap total 

pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Pinrang. 

5. Penelitian Aulia Rizki Yogi Putri, IAIN Metro. ñStrategi Optimalisasi 

Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Metro (Studi 

Kasus BPPRD Kota Metro)ò, 2021. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

strategi optimalisasi kontribusi pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah 

 

12 Maryam Utina. ñImplementasi Kebijakan Pemungutan Pajak Hotel Kategori Rumah Kos Di 

Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontaloò. (Skirpsi penelitian: Universitas N eg e r i  Gorontalo, jember 

2021) 
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Kota Metro. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). 

Sedangkan sifat penelitiannya bersifat deskriptif. Pengumpulan data dilakukan 

dengan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Data hasil temuan 

digambarkan secara deskriptif dan dianalisis menggunakan cara berpikir 

induktif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi optimalisasi 

kontribusi pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Metro pada 

BPPRD Kota Metro dilakukan dengan pemasangan alat monitoring, peningkatan 

pelayanan melalui e-registration, peningkatan kepatuhan wajib pajak, 

optimalisasi penagihan, bekerjasama dengan dinas pariwisata, penyuluhan 

kepada masyarakat, dan optimalisasi keterampilan petugas pajak. Hasil dari 

beberapa strategi optimalisasi yang dilakukan memiliki kontribusi terhadap 

penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Metro, meskipun belum optimal, hal 

ini dapat dilihat dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020, setiap tahun 

penerimaan pendapatan daerah dari pajak hotel cenderung menurun. Namun, 

secara umum PAD Kota Metro periode Januari-Desember 2020 hasilnya 

melampaui target. Meskipun demikian, masih ada beberapa jenis penerimaan 

yang tidak mampu mencapai target yang telah ditetapkan, seperti dari pajak hotel 

pada tahun 2021 ditarget sebesar 360 juta. Namun, hingga bulan Juli tahun 2021 

ini baru terealisasi sebesar Rp. 74.424.089.
13

 

 Persamaan penelitian diatas yang akan penulis teliti yaitu membahas 

tentang Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap 

Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Adapun perbedaannya, penelitian 

sebelumnya terfokus dalam strategi optimalisasi kontribusi pajak hotel terhadap 

Pendapatan Asli Daerah Kota Metro. Sedangkan penelitian yang akan diteliti 

oleh peneliti lebih berfokus pada tingkat efektivitas penerimaan pajak hotel 

di kabupaten pinrang dan bagaimana kontribusi pajak hotel terhadap total 

pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Pinrang. 

 

 

 

 
13 Aulia Rizki Yogi Putri. ñStrategi Optimalisasi Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli 

Daerah Kota Metro (Studi Kasus BPPRD Kota Metro)ò. (Skripsi penelitian: IAIN Metro, Kota Metro 

2021) 
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B. Landasan Teoretis 

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

a. Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

 Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan yang berasal 

dari pemanfaatan potensi sumber daya lokal, pelaksanaan fungsi pemerintahan, 

serta penyediaan layanan publik kepada masyarakat di daerah tersebut. PAD 

berperan sebagai sumber utama keuangan daerah yang digunakan untuk 

membiayai pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan lokal. Oleh 

karena itu, kemajuan pembangunan di suatu daerah sangat dipengaruhi oleh 

sejauh mana daerah tersebut mampu menggali dan mengoptimalkan potensi 

PAD- nya. Semakin besar PAD yang dapat dihimpun, maka semakin tinggi 

pula kemampuan daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

melalui program-program pembangunan yang berkelanjutan.
14

 

 Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan utama 

daerah yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah. 

Pemerintah daerah memanfaatkan PAD untuk membiayai berbagai urusan 

pemerintahan dan pembangunan yang sesuai dengan karakteristik serta potensi 

ekonomi daerah masing-masing. Pendapatan ini berfungsi tidak hanya sebagai 

alat pembiayaan, tetapi juga sebagai indikator kemandirian fiskal daerah, 

karena pembangunan yang didanai oleh PAD secara langsung akan 

memberikan manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat setempat.
15

 

Pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus 

sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat sesuai dengan 

peraturan perundangundangan.16 

 Berdasarkan pendapat para ahli dapat disimpulkan bahwa Pendapatan 

Asli Daerah (PAD) memiliki peran strategis sebagai sumber utama pembiayaan 

pemerintahan dan pembangunan daerah. PAD  tidak  hanya  mencerminkan  

kemampuan  daerah dalam memanfaatkan potensi sumber dayanya secara 

 
14 Mahfudh, Haeruddin, Yusuf. Analisis Peningkatan Pendapatan Daerah. Gowa: Cv. Berkah 

Utami 2022. Hal. 29 
15 Mahfudh, Haeruddin, Yusuf. Analisis Peningkatan Pendapatan Daerah. Gowa: Cv. Berkah 

Utami 2022. Hal. 30 
16 Sudirman L. Peran Perpajakan terhadap Pertumbuhan dan Keberlangsungan Bisnis Hotel dan 

Restoran di Parepare. Karya Ilmiah : IAIN Parepare. 2021 
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optimal, tetapi juga menjadi indikator penting dalam mengukur tingkat 

kemandirian fiskal daerah. Semakin besar dan efektif PAD yang diperoleh, 

semakin kuat pula kapasitas daerah dalam menjalankan fungsi pemerintahan, 

mendukung pelaksanaan otonomi daerah, serta meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat melalui pembangunan yang berkelanjutan dan berbasis kebutuhan 

lokal. 

2. Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah 

a. Pajak 

 Dalam memahami mengapa seseorang harus membayar pajak untuk 

membiayai pembangunan yang terus dilaksanakan, maka perlu dipahami 

terlebih dahulu akan pengertian dari pajak itu sendiri. Seperti diketahui bahwa 

negara dalam menyelenggarakan pemerintahan mempunyai kewajiban untuk 

menjaga kepentingan rakyatnya, baik dalam bidang kesejahteraan, keamanan, 

pertahanan, maupun kecerdasan kehidupannya. Hal ini sesuai dengan tujuan 

negara yang dicantumkan didalam Pembukaan UUD 1945 pada Alinea 

keempat yang berbunyi ñMelindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh 

tumpah darah Indonesia serta untuk memajukan kesejahteraan umum, 

mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia 

berdasarkan keadilan sosialò.
17

 

 Dari uraian di atas tampak bahwa karena kepentingan rakyat, negara 

memerlukan dana untuk kepentingan tersebut. Dana yang akan dikeluarkan ini 

tentunya didapat dari rakyat itu sendiri melalui pemungutan yang disebut 

dengan pajak. Pemungutan pajak haruslah terlebih dahulu disetujui oleh 

rakyatnya sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 23 ayat 2 Undang-Undang 

Dasar 1945 yang menegaskan agar setiap pajak yang akan dipungut haruslah 

berdasarkan undang- undang. Berdasarkan hasil amandemen UUD 1945, 

ketentuan tersebut menjadi diatur dalam Pasal 23A yang selengkapnya 

berbunyi ñPajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan 

negara diatur dengan undang-undang. Pemungutan pajak yang harus 

berlandaskan undang-undang ini berarti pemungutan pajak tersebut telah 

mendapat persetujuan dari rakyatnya melalui perwakilannya di Dewan 

 
17 Wirawan B. Ilyas. Hukum Pajak Edisi 3. Jakarta: Salembang Empat, 2007. Hal. 4 
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Perwakilan Rakyat (DPR) yang biasa disebut ñBerdasarkan Yuridisò. Dengan 

asas ini berarti telah memberikan jaminan hukum yang tegas akan hak negara 

dalam memungut pajak.
18

 

 Pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan undang-

undang (yang dapat dipaksakan) dengan mendapat jasa-timbal (kontra-

prestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk 

membayar pengeluaran umum.
19

 

 Berdasarkan para ahli tersebut dapat disimpulkan bawah Pajak adalah 

iuran wajib yang dibayar oleh rakyat kepada pemerintah berdasarkan undang-

undang. Pajak dibayar tanpa mendapatkan balasan langsung, tetapi hasil dari 

pajak itu akan digunakan oleh pemerintah untuk membiayai kepentingan 

bersama, seperti pembangunan jalan, sekolah, rumah sakit, dan pelayanan 

publik lainnya. 

b. Pajak Hotel 

1) Pengertian Pajak Hotel 

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 20 

dan 21, Hotel salah satu industri sektor jasa bidang kepariwisataan, 

keberadaan hotel semakin penting untuk masyarakat, karena hotel 

menyediakan sarana dan pelayanan bagi para pelanggannya.20 Pajak Hotel 

adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Sedangkan yang 

dimaksud dengan hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/ 

peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang 

mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, 

pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan 

jumlah kamar lebih dari sepuluh. Pengenaan Pajak Hotel tidak mutlak ada 

pada seluruh daerah kabupaten atau kota yang ada di Indonesia. Hal ini 

berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah 

kabupaten atau kota untuk mengenakan atau tidak mengenakan suatu jenis 

 

18 Wirawan B. Ilyas. Hukum Pajak Edisi 3. Jakarta: Salembang Empat, 2007. Hal. 4-5 
19 Wirawan B. Ilyas. Hukum Pajak Edisi 3. Jakarta: Salembang Empat, 2007. Hal. 5-6 
20 Andi Ayu Frihatni. Analisis Kinerja Keuangan Perhotelan Akibat Pandemi Covid-19. Penulis 

Karya Ilmiah : IAIN Parepare. 2019. 
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pajak kabupaten/kota. Oleh karena itu, untuk dapat dipungut pada suatu 

daerah kabupaten atau kota, pemerintah daerah harus terlebih dahulu 

menerbitkan peraturan daerah tentang Pajak Hotel. Peraturan itu akan 

menjadi landasan hukum operasional dalam teknis pelaksanaan 

pengenaan dan pemungutan Pajak Hotel di daerah kabupaten atau kota yang 

bersangkutan.
21

 

Dalam pemungutan Pajak Hotel terdapat beberapa terminologi yang perlu 

diketahui. Terminologi tersebut dapat dilihat berikut ini : 

1. Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat 

menginap/istirahat, memperoleh pelayanan, dan atau fasilitas lainnya 

dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, 

dikelola, dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali oleh pertokoan dan 

perkantoran. 

2. Rumah penginapan adalah penginapan dalam bentuk dan klasifikasi apa 

pun beserta fasilitasnya yang digunakan untuk menginap dan disewakan 

untuk umum. 

3. Pengusaha hotel adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun 

yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha 

di bidang jasa penginapan. 

4. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya dite rima 

sebagai imbalan atas penyerahan barang atau pelayanan sebagai 

pembayaran kepada pemilik hotel. 

5. Bon penjualan (bill)  adalah bukti pembayaran, yang sekaligus sebagai 

bukti pungutan pajak, yang dibuat oleh wajib pajak pada saat mengajukan 

pembayaran atas jasa pemakaian kamar atau tempat penginapan beserta 

fasilitas penunjang lainnya kepada subjek pajak. 

2) Objek Pajak Hotel 

Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan 

pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang 

sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas 

 

21 Marihot P. Sihaan. Pajak Daerah & Retribusi Daerah. Jakarta: PT Rajagrafindo Pesada, 

2010. Hal. 299 
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olahraga dan hiburan. Jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel adalah 

fasilitas telepon, faksimile, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, 

seterika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau 

dikelola hotel.
22

 

Dalam pengenaan Pajak Hotel, yang menjadi objek pajak termasuk 

pelayanan sebagaimana di bawah ini : 

a) Gubuk pariwisata (cottage) 

b) Motel 

c) Wisma pariwisata 

d) Pesanggrahan (hostel) 

e) Losmen 

f) Dan, rumah penginapan. 

3) Bukan Objek Pajak Hotel 

Pada Pajak Hotel tidak semua pelayanan yang diberikan oleh penginapan 

dikenakan pajak. Ada beberapa pengecualian yang tidak termasuk objek 

pajak, yaitu hal-hal di bawah ini :
23

 

a) Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat 

atau pemerintah daerah. 

b) Jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya. Pengecualian 

apartemen, kondominium, dan sejenisnya didasarkan atas izin 

usahanya. 

c) Jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan. 

d) Jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti 

asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis. 

e) Jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh 

hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum. 

4) Subjek Pajak Hotel 

Pada Pajak Hotel yang menjadi subjek pajak adalah orang pribadi atau 

 
22 Marihot P. Sihaan. Pajak Daerah & Retribusi Daerah. Jakarta: PT Rajagrafindo Pesada, 

2010. Hal. 302 
23 Marihot P. Sihaan. Pajak Daerah & Retribusi Daerah. Jakarta: PT Rajagrafindo Pesada, 

2010. Hal. 303 
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badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang 

mengusahakan hotel. Secara sederhana yang menjadi subjek pajak adalah 

konsumen yang menikmati dan membayar pelayanan yang diberikan oleh 

pengusaha hotel. Sedangkan yang menjadi wajib pajak adalah orang pribadi 

atau badan yang mengusahakan hotel, yaitu orang pribadi atau badan dalam 

bentuk apa pun dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan 

usaha di bidang jasa penginapan. Dengan demikian, pada pajak hotel subjek 

pajak dan wajib pajak tidak sama, di mana konsumen yang menikmati 

pelayanan hotel merupakan subjek pajak yang membayar (menanggung) 

pajak sementara orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel 

bertindak sebagai wajib pajak yang diberi kewenangan untuk memungut 

pajak dari konsumen (subjek pajak) dan melaksanakan kewajiban 

perpajakan lainnya dengan baik memberikan tambahan penerimaan asli 

daerah.24 

 Dalam menjalankan kewajiban perpajakannya wajib pajak dapat 

diwakili oleh pihak tertentu yang diperkenankan oleh undang-undang dan 

peraturan daerah tentang Pajak Hotel. Wakil wajib pajak bertanggung jawab 

secara pribadi dan atau secara tanggung renteng atas pembayaran pajak 

terutang. Selain itu, wajib pajak dapat menunjukan seorang kuasa dengan 

surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban 

perpajakannya.
25

 

5) Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Perhitungan Pajak Hotel 

1. Dasar Pengenaan Pajak Hotel 

Dasar pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran atau yang 

seharusnya dibaya kepada hotel. Jika pembayaran dipengaruhi oleh 

hubungan istimewa, harga jual atau penggantian dihitung atas dasar 

harga pasar yang wajar pada saat pemakaian jasa hotel. Contoh 

hubungan istimewa adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan 

jasa hotel dengan pengusaha hotel, baik langsung atau tidak 

 
24 Nurhalimah, Firman, Damirah. Kebangkitan Prinsip Syariah Dalam Pengelolaan Parawisata. 

Karya Ilmiah : Institut Agama Islam Negeri Parepare. 2023 
25 Marihot P. Sihaan. Pajak Daerah & Retribusi Daerah. Jakarta: PT Rajagrafindo Pesada, 

2010. Hal. 303 
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langsung, berada di bawah pemilikan atau penguasaan orang pribadi 

atau badan yang sama. Pembayaran adalah jumlah uang yang harus 

dibayar oleh subjek pajak kepada wajib pajak untuk harga jual baik 

jumlah uang yang dibayarkan maupun penggantian yang seharusnya 

diminta wajib pajak sebagai penukaran atas pemakaian jasa tempat 

penginapan dan fasilitas penunjang termasuk pula semua tambahan 

dengan nama apa pun juga dilakukan berkaitan dengan usaha hotel.26 

2. Tarif Pajak Hotel 

Tarif Pajak Hotel ditetapkan paling tinggi sebesar 11% dan ditetapkan 

dengan peraturan daerah kabupaten/kota yang bersangkutan. Hal ini 

dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan kepada pemerintah 

kabupaten/kota untuk menetapkan tarif pajak yang dipandang sesuai 

dengan kondisi masing-masing daerah kabupaten/kota. Dengan 

demikian, setiap daerah kabupaten/kota diberi kewenangan untuk 

menetapkan besarnya tarif pajak yang mungkin berbeda dengan 

kabupaten/kota lainnya.
27

 

3. Perhitungan Pajak Hotel 

Besaran pokok pajak Hotel yang terutang dihitung dengan cara  

mengalikan  tarif  pajak  dengan  dasar  pengenaan pajak.28 Secaraa 

umum perhitungan Pajak Hotel adalah sesuai dengan rumus berikut : 

Pajak Terutang = Dasar Pengenaan Pajak : Tarif pajak 

 = Jumlah Pembayaran (Harus Dibayarkan) 

 

3. Efektivitas 

Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya pencapaian tujuan suatu 

organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi mencapai tujuan maka 

organisasi tersebut telah berjalan dengan efektif. Indikator efektivitas 

menggambarkan jangkauan akibat dan dampak (outcome) dari keluaran (Output) 

 
26 Marihot P. Sihaan. Pajak Daerah & Retribusi Daerah. Jakarta: PT Rajagrafindo Pesada, 

2010. Hal. 304 
27 Marihot P. Sihaan. Pajak Daerah & Retribusi Daerah. Jakarta: PT Rajagrafindo Pesada, 2010. 

Hal. 305 
28 Marihot P. Sihaan. Pajak Daerah & Retribusi Daerah. Jakarta: PT Rajagrafindo Pesada, 2010. 

Hal. 305 
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program dalam mencapai tujuan program. Semakin besar kontribusi output yang 

dihasilkan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan, maka 

semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi.
29

 Efektif jika hasil yang dicapai 

seperti yang di inginkan memerlukan analisa strategi tidak statis melainkan 

interaktif dan dinamis, maka hubungan antara penyebab dan hasilnya tidak tetap 

atau pasti.30 

Teori efektivitas menurut Mahmudi terdapat indikator yang 

memengaruhi efektivitas, yaitu :31 

1. Pencapaian Target 

Pencapaian target mengukur sejauh mana realisasi hasil suatu program atau 

kegiatan sesuai dengan tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan. Dalam 

konteks pajak hotel, hal ini merujuk pada perbandingan antara realisasi 

penerimaan pajak hotel dan target yang ditetapkan dalam APBD. Jika 

realisasi mendekati atau melebihi target, maka dinilai efektif. 

2. Kualitas Output 

Kualitas output mengacu pada mutu hasil yang dicapai dari suatu program, 

bukan hanya kuantitasnya. Dalam perpajakan, kualitas output dapat dilihat 

dari kepuasan wajib pajak, kemudahan dalam proses pembayaran, 

transparansi informasi, serta keandalan sistem digital yang digunakan dalam 

pemungutan pajak hotel. 

3. Waktu Penyelesaian 

Waktu penyelesaian menilai ketepatan waktu dalam pelaksanaan suatu 

kegiatan atau pencapaian target. Dalam konteks pajak hotel, ini bisa diartikan 

sebagai ketepatan waktu dalam proses pemungutan, pelaporan, dan 

pembayaran pajak oleh wajib pajak maupun oleh petugas pemungutan. 

4. Keputusan Stakeholder 

Keputusan stakeholder mengacu pada dukungan dan respons dari pihak-pihak 

yang berkepentingan, seperti pemerintah daerah, pengusaha hotel, dan 

masyarakat. Efektivitas suatu kebijakan perpajakan akan lebih tinggi jika 

 
29 Mardiasmo. Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2017. Penerbit Andi: Yogyakarta: 2017 
30 Musmulyadi. Manajemen Strategi. Parepare : IAIN Parepare Nusantara Press. 2020 
31 Mahmudi. Manajemen kinerja sumber daya manusia. Yogyakarta: UPP STIM YKPN. 2015  

http://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/2634/1/Manajemen%20Strategi%20Fix.pdf
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stakeholder menunjukkan komitmen, partisipasi aktif, dan kesepakan 

bersama dalam pengambilan keputusan serta pelaksana. 

5. Rasio Output Terhadap Input 

Rasio ini mengukur efisiensi dalam penggunaan sumber daya (input) untuk 

menghasilkan hasil (output). Dalam pajak hotel, ini bisa mencakup berapa 

banyak penerimaan pajak yang diperoleh dibandingkan dengan biaya atau 

tenaga yang dikeluarkan untuk memungut pajak tersebut. 

Efektivitas dalam pengelolaan pajak hotel dapat diukur melalui beberapa 

indikator utama, yaitu pencapaian target, kualitas output, waktu penyelesaian, 

keputusan stakeholder, dan rasio output terhadap input. Dengan 

mempertimbangkan seluruh indikator ini secara komprehensif, pemerintah daerah 

dapat menilai dan meningkatkan efektivitas pengelolaan pajak hotel secara 

berkelanjutan. 

4. Kontribusi  

Kontribusi adalah sumbangan yang diberikan atau dihasilkan, dalam hal 

ini adalah sumbangan yang berasal dari pajak hotel dan pajak restoran terhadap 

Pendapatan Asli daerah (PAD). Pada pajak daerah, kontribusi merupakan 

sumbangan dalam menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD). Perhitungan 

kontribusi digunakan untuk melihat seberapa besar kontribusi Pajak Daerah 

terhadap Pendapatan Asli Daerah.32  

Kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah dapat 

diukur dengan membandingkan antara realisasi penerimaan pajak daerah dengan 

realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berdasarkan UU Nomor 33 Tahun 2004 

tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, 

pendapatan asli daerah terdiri bukan hanya berasal dari pajak daerah tetapi juga 

didapat dari retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, dan 

pendapatan daerah lain-lain yang sah.
33

 Implementasi jujur dan amanah dalam 

bekerja adalah dengan tidak mengambil sesuatu yang bukan menjadi haknya, tidak 

 
32 Seda, F.K.M. Analisis Kontribusi dan Efektivitas Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli 

Daerah Kota Yogyakarta. Universitas Sanata Dharma. Yogyakarta. 2018. 
33 Undang-undang Republik Indonesia No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
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curang, obyektif dalam menilai, dan sebagainya.34 

Teori kontribusi menurut Kurt Lewin dengan teori Group Dynamics 

terdapat 4 indikator yang memengaruhi kontribusi pajak hotel, yaitu :35 

1. Partisipasi Aktif 

Partisipasi aktif merujuk pada keterlibatan langsung individu dalam kegiatan 

organisasi, baik dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan program, 

maupun evaluasi. Partisipasi ini menunjukkan tingkat kepedulian dan 

tanggung jawab seseorang terhadap tugas dan tujuan bersama. 

2. Kolaborasi dan Kerja Sama Tim 

Kolaborasi dan kerja sama tim adalah proses bekerja bersama antaranggota 

kelompok untuk mencapai tujuan bersama melalui komunikasi, pembagian 

tugas, dan saling mendukung. 

3. Dampak Terhadap Tujuan Organisasi 

Mengukur sejauh mana kontribusi seseorang atau tim memberikan hasil nyata 

yang mendukung pencapaian tujuan organisasi, baik secara langsung maupun 

tidak langsung. 

4. Peningkatan Kapasitas 

Peningkatan kapasitas merujuk pada pengembangan kemampuan, 

keterampilan, dan pengetahuan individu maupun kelompok untuk 

memberikan kontribusi yang lebih optimal di masa mendatang. 

Kontribusi dalam organisasi diukur melalui partisipasi aktif, kolaborasi 

tim, dampak terhadap tujuan organisasi, dan peningkatan kapasitas. Keempat aspek 

ini saling mendukung untuk mencapai hasil yang efektif dan pengembangan 

berkelanjutan dalam organisasi. 

 

 

 

 

34 Muhammad Kamal Zubair. Implementasi Etika Bisnis Islam. Parepare :  Institut Agama Islam 

Negeri Parepare Nusantara Press. 2020 
35 Mangkunegara, Anwar Prabu. Manajemen Sumber Daya Manusia. Bandung: Remaja Rosdakarya. 

2017 
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C. Kerangka Konseptual 

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami judul dan permasalahan 

yang akan diteliti, maka perlu diberikan penegasan terhadap istilah-istilah yang 

digunakan dalam judul penelitian ini. Penegasan ini dimaksudkan untuk memperjelas 

makna dan ruang lingkup dari setiap kata kunci yang digunakan. 

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

Asli Daerah (PAD) memiliki peran strategis sebagai sumber utama pembiayaan 

pemerintahan dan pembangunan daerah. 

2. Pajak 

Pajak adalah iuran wajib yang dibayar oleh rakyat kepada pemerintah 

berdasarkan undang-undang. Pajak dibayar tanpa mendapatkan balasan 

langsung, tetapi hasil dari pajak itu akan digunakan oleh pemerintah untuk 

membiayai kepentingan bersama, seperti pembangunan jalan, sekolah, rumah 

sakit, dan pelayanan publik lainnya 

3. Pajak Hotel 

Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Sedangkan 

yang dimaksud dengan hotel adalah fasilitas penyedia jasa 

penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya. 

4. Efektivitas dan Kontribusi 

Efektivitas merupakan suatu indikator penting dalam menilai keberhasilan suatu 

kegiatan, program, atau organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

Secara umum, efektivitas dapat diartikan sebagai ukuran sejauh mana suatu 

tujuan atau sasaran berhasil dicapai dengan memanfaatkan sumber daya yang 

tersedia secara optimal. Sedangkan kontribusi merupakan suatu bentuk 

partisipasi aktif yang diberikan oleh individu, kelompok, atau suatu pihak dalam 

rangka mendukung tercapainya tujuan tertentu, baik dalam lingkup kegiatan, 

organisasi, komunitas, maupun masyarakat secara luas. 

D. Kerangka Pikir  

Kerangka pikir adalah suatu konseptual yang menjelaskan bagaimana suatu 

masalah penelitian dapat dianalisis dan diselesaikan berdasarkan teori-teori yang 

relevan dan temuan-temuan penelitian sebelumnya. Kerangka pikir ini untuk 

memberikan arahan yang jelas dalam merancang dan melaksanakan penelitian, 
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menunjukkan hubungan antara berbagai konsep, variable dan faktor yang akan 

diteliti. Adapun penjelasan bagan dibawa ini mengenai Efektivias dan Kontribusi 

Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapataan Asli Daerah (PAD).  

1. BPKPD Kab. Pinrang 

BPKPD Kabupaten Pinrang (Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan 

Daerah) adalah instansi pemerintah daerah yang bertanggung jawab mengelola 

penerimaan pajak daerah, termasuk pajak hotel. Pajak hotel ini merupakan 

bagian dari Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), yang terdiri dari pajak hotel, 

restoran, hiburan, parkir, dan penerangan jalan. Berdasarkan Peraturan Daerah 

Kabupaten Pinrang Nomor 4 Tahun 2011, BPKPD diberi kewenangan 

menetapkan dan memungut pajak hotel sebagai salah satu kontribusi penting 

terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

2. Efektifvitas 

Teori efektivitas menurut Mahmudi terdapat indikator yang memengaruhi 

efektivitas, yaitu : pencapaian target, kualitas output, waktu penyelesaian, 

keputusan stakeholder, dan rasio output terhadap input. 

3. Kontribusi 

Teori kontribusi menurut Kurt Lewin dengan teori Group Dynamics terdapat 4 

indikator yang memengaruhi kontribusi pajak hotel, yaitu : partisipasi aktif, 

kolaborasi dan kerja sama tim, dampak terhadap tujuan organisasi, dan 

peningkatan kapasitas. 

4. Pajak Hotel 

Pajak hotel adalah pajak yang dikenakan atas pelayanan yang disediakan oleh 

hotel kepada tamu atau pengguna jasa. Yang dimaksud dengan hotel di sini tidak 

hanya tempat penginapan seperti hotel berbintang, tetapi juga meliputi 

penginapan, losmen, wisma, guest house, homestay, dan sejenisnya yang 

menyediakan jasa akomodasi, baik dengan atau tanpa fasilitas tambahan seperti 

makanan, minuman, dan layanan lainnya. 

5. Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah semua penerimaan yang diperoleh daerah 

yang berasal dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri, yang dipungut 

berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 
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Gambar 2.1 Kerangka Pikir 
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BAB III  

METODE PENELITIAN  

 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menunggunakan penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian 

kualitatif digunakan untuk memahami secara mendalam proses, strategi, dan kendala 

dalam pengelolaan serta pemungutan pajak hotel yang berkontribusi terhadap 

Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan 

kualitatif dengan studi kasus. Penelitian ini berfokus pada satu instansi, yaitu BPKPD 

Kabupaten Pinrang, sebagai lokasi studi untuk menggali secara menyeluruh 

bagaimana efektivitas dan kontribusi pajak hotel terhadap PAD dijalankan dalam 

praktiknya. 

B. Lokasi Dan Waktu Penelitian 

1. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini bertempat di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan 

Daerah (BPKPD) Kab. Pinrang. BPKPD adalah lembaga atau instansi di tingkat 

pemerintahan daerah yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan dan 

pendapatan daerah, termasuk penerimaan pajak daerah. 

2. Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dari tanggal 18 Juni s/d 25 Juni 2025 yang dimana 

kegiatannya meliputi : pelaksanaan (pengumpulan data), pengelolaan data 

(analisis data), dan penyusunan hasil penelitian. 

C. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian ini merupakan batasan masalah untuk mempermudah dalam 

penulisan penelitian ini. Penulis membatasi masalah yang akan dibahas sehingga 

lebih khusus dan mendalam serta jelas sesuai dengan kemampuan penulis. 

Penelitian ini lebih berfokus pada bagaimana tingkat efektivitas penerimaan pajak 

hotel dan bagaimana kontribusi pajak hotel terhadap total pendapatan asli daerah 

(PAD). 



 

 

D. Jenis dan Sumber Data 

Dalam penelitian ini, data yang digunakan terdiri atas dua jenis, yaitu data primer 

dan data sekunder. 

1. Data primer 

Data primer adaalah data yang diperoleh secara langsung dari hasil 

wawancara mendalam dan observasi lapangan terhadap informan yang dipilih 

berdasarkan peran dan keterlibatan mereka dalam permasalahan yang diteliti. 

Informan utama dalam penelitian ini adalah Pejabat pada Badan Pengelolaan 

Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD), pelaku usaha hotel sebagai 

wajib pajak, dan anggota legislatif daerah yang memiliki fungsi pengawasan 

terhadap kebijakan pajak daerah. 

Selain wawancara, data primer juga diperoleh melalui observasi langsung 

terhadap proses pemungutan dan pelaporan pajak daerah, guna memahami 

praktik di lapangan secara kontekstual dan faktual.
36 

2. Data sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari berbagai dokumen dan arsip 

resmi yang berkaitan dengan objek penelitian. Dokumen tersebut laporan 

realisasi penerimaan pajak hotel, data Pendapatan Asli Daerah (PAD), 

peraturan daerah terkait pajak daerah, serta catatan pelaporan dan 

pengawasan pajak dari instansi terkait. Penggunaan kedua jenis data ini 

bertujuan untuk memperoleh gambaran yang komprehensif  dan mendalam 

terhadap permasalahan yang dikaji, serta mendukung validitas temuan 

melalui proses triangulasi antar sumber.
37

 

E. Teknik  Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data kualitatif yang 

bertujuan untuk menggali informasi secara mendalam dan holistik mengenai objek 

 

36 Ismail Suardi Wekke, dkk. ñMetode Penelitian Sosialò, (Yogyakarta: Metode Penelitian 

Sosial, 2019). Hlm. 70. 

37 Farida Nugrahani, ñMetode Penelitian Kualitatifò, (Solo: Cakra Books, 2014). Hlm 113. 



 

 

yang diteliti. Teknik-teknik yang digunakan antara lain:
38

 

1. Observasi 

Peneliti melakukan pengamatan langsung terhadap aktivitas pemungutan, 

pelaporan, dan pengawasan pajak daerah. Observasi dilakukan secara 

partisipatif dan berulang untuk memperoleh pemahaman yang lebih dalam 

terhadap proses dan dinamika di lapangan. Hasil observasi dicatat dalam 

bentuk catatan lapangan yang menjadi bagian dari data penelitian. 

2. Wawancara 

Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur untuk memberikan ruang 

kepada informan dalam menyampaikan pandangan, pengalaman, dan 

pengetahuan mereka secara bebas namun tetap terarah sesuai dengan fokus 

penelitian. Informan terdiri dari pejabat BPKPD, pelaku usaha hotel, serta 

anggota legislatif daerah. Teknik ini digunakan untuk memperoleh data 

primer yang kaya dan kontekstual. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data dari berbagai dokumen 

resmi, seperti laporan realisasi penerimaan pajak, data Pendapatan Asli 

Daerah (PAD), serta peraturan daerah. Dokumen ini digunakan untuk 

melengkapi dan memperkuat temuan dari wawancara dan observasi, serta 

menjadi dasar dalam proses triangulasi data. 

Ketiga teknik ini digunakan secara terpadu untuk memastikan data yang 

diperoleh valid, kredibel, dan mampu menggambarkan realitas sosial secara 

menyeluruh. 

F. Uji  Keabsahan Data 

Dalam penelitian kualitatif, keabsahan data sangat penting untuk menjamin bahwa 

temuan penelitian benar-benar mencerminkan realitas yang terjadi di lapangan. Oleh 

karena itu, peneliti menggunakan beberapa teknik untuk menguji keabsahan data, 

antara lain: 

 
38 Feny, Wasil, Sri, dkk. ñMetode Penelitian Kualitatifò, (Padang: PT. Global Eksekutif 

Tekonologi, 2022). 

 



 

 

1. Triangulasi 

Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang dilakukan 

dengan membandingkan dan mengcross-check informasi dari berbagai sumber, 

metode, dan waktu yang berbeda.
39

 

Dalam penelitian ini, triangulasi dilakukan dengan cara: 

1) Membandingkan data hasil wawancara dari beberapa informan, seperti 

pejabat BPKPD, pelaku usaha hotel serta pihak legislatif daerah. 

2) Membandingkan hasil wawancara dengan data dokumentasi, seperti laporan 

realisasi penerimaan pajak dan data PAD. 

3) Melakukan observasi langsung terhadap proses pemungutan dan pelaporan 

pajak. 

2. Perpanjangan Pengamatan 

Peneliti melakukan pengamatan secara mendalam dan berulang-ulang terhadap 

aktivitas di BPKPD dan pelaku pajak agar dapat memahami konteks 

permasalahan secara utuh. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kedalaman dan 

ketepatan data yang diperoleh. 

3. Member Check 

Teknik ini dilakukan dengan mengkonfirmasi kembali hasil temuan atau 

rangkuman wawancara kepada informan yang bersangkutan untuk memastikan 

bahwa informasi yang diperoleh telah sesuai dengan maksud mereka. Member 

check membantu menghindari salah tafsir oleh peneliti.
40

 

4. Kecukupan Referensial (Referential Adequacy) 

Dalam hal ini, data disimpan dalam bentuk dokumentasi (seperti rekaman 

wawancara, catatan lapangan, dan dokumen resmi) untuk memastikan bahwa 

temuan dapat ditinjau kembali dan diverifikasi jika diperlukan. 

 

 

 

39 Sugiono. ñMetode Penelitian Kuantitatif, Kualitatifò, dan R&Dò. (Bandung: Alfabeta, 

2013). Hlm. 237 
40 Sugiono. ñMetode Penelitian Kuantitatif, Kualitatifò, dan R&Dò. (Bandung: Alfabeta, 

2013). Hlm. 253 



 

 

G. Teknik  Analisis Data 

Dalam penelitian kualitatif, teknik analisis data ini terdiri dari beberapa tahapan 

penting yang dapat membantu peneliti untuk mengorganisir, mengolah, dan 

memahami data secara lebih mendalam. Berikut adalah tahapan dalam analisis data: 

1. Reduksi Data (Data Reduction) 

Pada tahap ini, peneliti menyaring, merangkum, dan memilih data-data penting 

yang sesuai dengan fokus penelitian. Reduksi dilakukan dengan menyeleksi hasil 

wawancara, observasi, dan dokumentasi yang dianggap relevan, untuk 

menghindari data yang bersifat berlebihan atau tidak berkaitan.
41

 

2. Penyajian Data (Data Display) 

Data yang telah dirangkum kemudian disusun dalam bentuk narasi deskriptif, 

matriks, atau kategori tematik, agar memudahkan peneliti dalam memahami 

hubungan antarinformasi dan mengidentifikasi pola atau kecenderungan yang 

muncul di lapangan. 

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (Conclusion Drawing and Verification) 

Peneliti menarik makna dari data yang telah disusun, dengan melakukan 

interpretasi mendalam terhadap temuan. Kesimpulan bersifat sementara dan 

terus diverifikasi melalui proses triangulasi, konfirmasi ke informan (member 

check), serta pengecekan ulang terhadap dokumentasi yang tersedia.
42

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
41 Sandu Siyoto dan Ali  Sodik, ñDasar Metodologi Penelitianò. Hlm. 123 
42 Sandu Siyoto dan Ali  Sodik, ñDasar Metodologi Penelitianò. Hlm. 124 



 

 

BAB IV  

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

 

A. Hasil Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan  

Daerah (BPKPD) Kab. Pinrang yang terletak di Jl. Bintang. Macorawalie, Kec. 

Watang Sawitto, Kab. Pinrang, Sulawesi Selatan, sebagai sasaran penelitian, 

Penelitian ini menggunakan beberapa tahapan yaitu pertama adalah observasi di 

mana peneliti melakukan pengamatan langsung terhadap efektivitas dan kontribusi 

pajak hotel terhadap penerimaan pendapatan asli daerah digunakan secara aktif oleh 

BPKPD Kab. Pinrang dalam proses indikator efektivitas dan indikator distribusi . 

Yang kedua tahapan wawancara dengan sejumlah informan di antaranya pegawai 

BPKPD Kab. Pinrang sebagai operator dalam kontribusi pajak hotel. Tahapan 

terakhir yaitu dokumentasi. Seluruh hasil penelitian ini dianalisis dan disusun untuk 

menjawab rumusan masalah berikut : 

1. Bagaimana tingkat efektivitas penerimaan pajak hotel di Kabupaten 

Pinrang 

Hasil penelitian merujuk pada rumusan masalah pertama yang berkaitan 

dengan bagaimana tingkat efektivitas penerimaan Pajak Hotel dibandingkan 

dengan target yang telah ditetapkan dalam beberapa tahun terakhir : 

ñDalam mengukur tingkat efektivitas dalam pajak hotel Rumus yang 

digunakan untuk menghitung tingkat efektivitas pajak adalah : Tingkat 

Efektivitas Pajak = (Realisasi Penerimaan Pajak ÷ Target Penerimaan 

Pajak) × 100%. Data pencapaian pajak hotel di 2021 sampai 2024 

hasilnya ketidakstabilan dalam kinerja penerimaan pajak. Pada tahun 

2021, tingkat pencapaiannya 88,29%, yang berarti realisasi pendapatan 

dari pajak hotel belum sepenuhnya mencapai target yang sudah 

ditetapkan pemerintah. Pada tahun 2022, sebesar 100,34% bahkan 



 

 

melampaui target. tetapi tahun 2023 menurun menjadi 76,09%, dan 

kembali menurun lagi pada tahun 2024 menjadi 71,98%. Penurunan ini 

karena menurunnya kepatuhan wajib pajakò43 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap laporan realisasi 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Pinrang, dapat disimpulkan bahwa 

Tingkat efektivitas pajak hotel merupakan indikator yang menunjukkan seberapa 

besar keberhasilan pemerintah daerah dalam merealisasikan penerimaan pajak 

hotel dibandingkan dengan target atau potensi yang telah ditetapkan. Untuk 

menghitungnya, digunakan rumus : Efektivitas = (Realisasi Penerimaan Pajak 

Hotel ÷ Target atau Potensi Pajak Hotel) × 100%. Adapun tingkat pencapaian 

pajak hotel di Kabupaten Pinrang selama periode 2021 hingga 2024. Pada tahun 

2021, realisasi penerimaan pajak hotel mencapai 88,29% dari target yang 

ditetapkan, menandakan bahwa capaian fiskal belum optimal. Namun, pada tahun 

2022 terjadi peningkatan signifikan hingga mencapai 100,34%, yang 

menunjukkan keberhasilan dalam melampaui target penerimaan. Meski demikian, 

pencapaian tersebut tidak berlanjut pada tahun-tahun berikutnya. Pada tahun 

2023, tingkat pencapaian menurun menjadi 76,09%, dan kembali turun pada tahun 

2024 menjadi 71,98%. Penurunan berturut-turut ini mengindikasikan adanya 

tantangan dalam pengelolaan dan pemungutan pajak hotel, serta perlunya 

intervensi kebijakan untuk memperbaiki efektivitas dan efisiensi dalam mencapai 

target pendapatan daerah secara berkelanjutan. 

Lantas apakah terdapat strategi khusus yang dilakukan oleh BPKPD dalam 

meningkatkan capaian target penerimaan Pajak Hotel: 

ñTentunya kami selalu memiliki strategi agar meningkatkan penerimaan 

dari Pajak Hotel. Pertama, kami mengidentifikasi hotel-hotel yang belum 

terdaftar sebagai wajib pajak, kami juga menerapkan sistem monitoring, 
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kami juga rutin melakukan sosialisasi dan edukasi kepada pelaku usaha 

perhotelanò44 

BPKPD secara aktif menerapkan berbagai strategi upaya ini menunjukkan 

komitmen BPKPD dalam mengoptimalkan potensi pendapatan daerah melalui 

pendekatan yang terpadu dan berkelanjutan. Selain itu, Apa saja faktor utama 

yang memengaruhi keberhasilan atau kegagalan pencapaian target Pajak Hotel di 

Kabupaten Pinrang : 

ñSalah satu keberhasilannya meningkatnya kesadaran para pelaku usaha 

hotel untuk kewajiban perpajakan mereka. Kalau yang menjadi kegagalan 

kurangnya kepatuhan dari beberapa pelaku usaha yang belum secara 

rutin melaporkan omzet merekaò45 

Diketahui bawa pencapaian dan kegagalan pada realisasi pajak hotel ini 

kurangnya kesadaran kepada para pelaku usaha hotel untuk membayar pajak.  

Dalam pembangunan daerah apakah hasil dari penerimaan Pajak Hotel 

sudah mampu mendukung kebutuhan pembangunan daerah secara signifikan : 

ñKalau kita lihat secara proporsional, kontribusi pajak hotel pada PAD 

belum terlalu besar tapi hasil dari pajak hotel tetap memberikan kontribusi. 

Hanya saja, pajak hotel ini lebih bersifat sebagai pelengkap dari sumber 

pendapatan lain. Untuk mendukung pembangunan daerah itu masih sangat 

kecilò46 

Dalam proses penetapan, pemungutan, dan pelaporan Pajak Hotel apakah 

sudah berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dan apa tantangan 
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utama yang dihadapi dalam hal keterlambatan penyelesaian proses administrasi 

penerimaan Pajak Hotel : 

ñTentunya dalam proses penetapan, pemungutan, dan pelaporan Pajak 

Hotel sudah mengikuti alur dan jadwal yang telah ditetapkan dalam 

regulasi daerah. Pelaku usaha hotel ini harus melaporkan setiap bulanan 

omzetnya sekian berapa maka dari pendapatannya kita ambil 11% untuk 

menetapkan sekian pajak yang harus mereka bayarkan. Tentunya juga 

apabila mereka membayar pajak tidak tepat waktu atau keterlambatan 

akan dikenakan denda sebesar 1%. Kalau dalam keterlambatan proses 

administrasi karena kurangnya sumber daya manusia yang menangani 

proses pembayaran apalagi dating waktu yang bersamaanò47 

Lantas apakah ada sistem monitoring yang digunakan untuk memastikan 

ketepatan waktu dalam proses pajak hotel : 

ñIya, pastinya ada sistem monitoring untuk memastikan ketepatan waktu 

dalam pelaporan dan pembayaran Pajak Hotel itu menggunakan aplikasi 

pelaporan pajak online untuk menyampaikan laporan secara digital setiap 

bulannyaò48 

Selanjutnya mengenai apakah ada forum atau mekanisme koordinasi 

rutin antara BPKPD dan stakeholder terkait dalam evaluasi penerimaan Pajak 

Hotel Dan sejauh mana masukan dari stakeholder dipertimbangkan dalam 

pengambilan keputusan kebijakan pajak daerah, khususnya pajak hotel : 

ñAda, kami lakukan secara rutin langsung berkoordinasi dengan berbagai 

stakeholder terkait, seperti pelaku usaha perhotelan, dinas pariwisata. 

Biasanya kami lakukan forum diadakan minimal sekali dalam satu periode 
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untuk menyampaikan informasi, evaluasi, masukan terkait capaian pajak 

hotel. Apabila ada masukan khususnya dalam kebijakan baru atau 

melakukan penyesuaian terhadap peraturan yang sudah adaò49 

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa BPKPD secara 

rutin melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait, seperti pelaku usaha 

perhotelan, Dinas Pariwisata, dan asosiasi hotel melalui forum yang diadakan 

minimal sekali dalam satu semester. Forum ini menjadi wadah untuk 

menyampaikan informasi, mengevaluasi capaian Pajak Hotel, serta menampung 

masukan. Masukan tersebut dipertimbangkan secara serius, terutama dalam 

perumusan kebijakan baru atau penyesuaian peraturan yang sudah ada. 

Selain itu, bagaimana Bapak/Ibu menilai kualitas data dan laporan yang 

dihasilkan dari sistem pemungutan Pajak Hotel saat ini : 

ñKalau dari sisi kualitas, melihat data dan laporan yang dihasilkan 

dari sistem pemungutan Pajak Hotel saat ini sudah baik, apa lagikan 

sistem itu sudah akurat datanya untuk melihat pencatatan atau 

pelaporan PADò50 

Dalam pelaporan apakah rasio antara biaya yang dikeluarkan dan pajak 

yang berhasil dipungut saat ini sudah ideal. Jika belum, langkah apa yang 

sebaiknya dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dalam sistem pemungutan 

Pajak Hotel? 

ñSoal rasio antara biaya yang dikeluarkan dan pajak yang berhasil 

dipungut, saat ini memang belum bisa dikatakan sepenuhnya ideal. 

Masih ada beberapa yang perlu ditingkatkan, terutama efisiensi dalam 

operasional pemungutan dan pengawasan. Untuk itu, salah satu cara 
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yang dilakukan dengan memperkuat sistem digitalisasi juga perlu 

meningkatkan kapasitas SDM dalam pemanfaatan teknologiò51 

Menarik dipertanyakan mengenai bagaimana menilai kesesuaian antara 

hasil atau output penerimaan Pajak Hotel dengan jumlah sumber daya yang telah 

dikeluarkan, baik dari segi biaya operasional, waktu, maupun tenaga kerja yang 

terlibat dalam proses pemungutannya : 

ñKalau kami lihat dari sisi kesesuaian output penerimaan Pajak Hotel 

dengan sumber daya, memang masih perlu dievaluasi secara 

menyeluruh. Dari segi waktu dan tenaga kerja, proses pemungutan dan 

pengawasan juga cukup menyita, karena kami masih harus melakukan 

pengecekan manual terhadap laporan yang masuk, apalagi kalau belum 

semua pelaku usaha menggunakan sistem pelaporan onlineò52 

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa tingkat 

kesesuaian antara output penerimaan Pajak Hotel dengan sumber daya yang 

dikeluarkan masih belum optimal dan memerlukan evaluasi lebih lanjut secara 

komprehensif. Proses pemungutan dan pengawasan saat ini dinilai cukup 

memakan waktu dan tenaga kerja, terutama disebabkan oleh masih terbatasnya 

pemanfaatan sistem pelaporan berbasis digital oleh pelaku usaha. Hal ini 

menunjukkan perlunya peningkatan efisiensi melalui digitalisasi dan perbaikan 

sistem administrasi perpajakan daerah. 

2. Bagaimana kontribusi pajak hotel terhadap total pendapatan asli daerah 

(PAD) Kabupaten Pinrang 

Penelitian ini dilakukan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan  

Daerah (BPKPD) Kab. Pinrang yang terletak di Jl. Bintang. Macorawalie, Kec. 
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Watang Sawitto, Kab. Pinrang, Sulawesi Selatan. Hasil penelitian merujuk pada 

rumusan masalah kedua yang berkaitan dengan bagaimana kontribusi pajak 

hotel terhadap total pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Pinrang : 

ñUntuk menghitung kontribusi pajak hotel, digunakan rumus yaitu 

kontribusi = (penerimaan pajak hotel ÷ total penerimaan PAD) × 100%. 

Kalau secara keseluruhan kontribusi Pajak Hotel masih tergolong kecil 

jika dibandingkan dengan jenis pajak lainnya, dilihat dari laporan 

realisasi anggaran pada tahun 2021 tidak mecapai target, tahun 2022 

mencapai target, tahun 2023-2024 tidak mencapai targetò53 

Berdasarkan wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa kontribusi 

Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pinrang secara 

keseluruhan masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan jenis pajak 

daerah lainnya. Kontribusi pajak hotel merupakan ukuran yang menunjukkan 

seberapa besar sumbangan penerimaan dari sektor pajak hotel terhadap total 

penerimaan pajak daerah atau Pendapatan Asli Daerah (PAD). Untuk 

menghitung kontribusi ini, digunakan rumus yaitu Kontribusi = (Penerimaan 

Pajak Hotel ÷ Total Penerimaan PAD) ×  100 %. Berdasarkan data realisasi 

penerimaan pada tahun 2021 hingga 2024, terlihat adanya fluktuasi capaian 

target. Pada tahun 2021, penerimaan sebesar Rp190.698.123,00 tidak mencapai 

target. Tahun 2022 menunjukkan peningkatan dengan realisasi sebesar 

Rp216.740.736,00 yang berhasil memenuhi target. Namun, pada tahun 2023 dan 

2024 kembali terjadi penurunan masing-masing menjadi Rp164.344.582,00 dan 

Rp155.480.389,00, dan keduanya tidak mencapai target yang telah ditetapkan. 

Kontribusi Pajak Hotel masih belum stabil dan belum dapat dijadikan sebagai 

sumber dominan dalam struktur PAD, sehingga diperlukan strategi optimalisasi 

dan penguatan sektor perhotelan untuk meningkatkan kontribusinya secara 

berkelanjutan. 
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Latas bagaimana Bapak/ibu menilai tingkat partisipasi aktif dari para 

pelaku usaha hotel dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka, dan sejauh 

mana hal ini berkontribusi secara signifikan terhadap total Pendapatan Asli 

Daerah Kabupaten Pinrang : 

ñTingkat partisipasi pelaku usaha hotel membaik tetapi meskipun belum 

merata. Hotel yang sudah lama beroperasi menunjukkan kepatuhan yang 

cukup baik, mereka rutin membayar pajak hotel. Namun, masih ada juga 

pelaku usaha kecil yang belum sepenuhnya memahami atau 

melaksanakan kewajiban perpajakan dengan optimalò54 

Selain itu, sejauh mana kerjasama antar tim di internal BPKPD dan 

dengan stakeholder terkait lainnya berjalan efektif dalam mengoptimalkan 

penerimaan Pajak Hotel sebagai kontributor utama PAD : 

ñKalau koordinasi antar tim di BPKPD cukup berjalan efektif, terutama 

antara tim pendataan, penagihan, dan pengawasan. Untuk kerja sama 

dengan stakeholder eksternal seperti dinasp pariwisata dan pelaku 

usaha hotel tentunya kami melaksanakan sosialisasi bersama dan 

pendampingan teknis pelaporan pajak kepada pengusaha hotel. Dinas 

Pariwisata juga mendukung dengan memberikan data usaha hotel yang 

terdaftar dan aktifò55 

Dalam kontribusi Pajak Hotel secara signifikan, apakah mempengaruhi 

pencapaian tujuan strategis organisasi pemerintah daerah, khususnya dalam hal 

pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik : 

ñWalaupun jumlahnya kecil tetapi penerimaan dari sektor ini turut 

menyumbang pendanaan untuk proyek-proyek strategis seperti 
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peningkatan infrastruktur pendukung pariwisata, perbaikan fasilitas 

umum, atau program layanan publik yang berkaitan langsung dengan 

kenyamanan warga dan wisatawanò56 

Meskipun kontribusi Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah 

masih relatif kecil, namun sektor ini memiliki peran strategis dalam mendukung 

pembiayaan berbagai program pembangunan. Selain itu, sejauh mana 

peningkatan kapasitas, baik dalam bentuk pelatihan formal maupun pengalaman 

lapangan, mampu memperkuat kualitas pengawasan dan pengelolaan Pajak 

Hotel secara profesional dan akuntabel : 

ñLagi dan lagi peningkatan kapasitas SDM, baik melalui pelatihan 

formal maupun pengalaman teknis di lapangan, sangat berpengaruh 

terhadap kualitas pengelolaan dan pengawasan pajak. Ada beberapa 

pegawai mengikuti pelatihan pajak daerah dan penggunaan aplikasi 

monitoring digital, yang terbukti meningkatkan akurasi pengawasan dan 

efisiensi kerja. Staf BPKPD juga memberikan pembinaan kepada pelaku 

usaha hotel, melakukan verifikasi lapangan. Akan tetapi, pelatihan 

masih perlu ditingkatkan dan dirancang secara berkelanjutanò57 

Selanjutnya, apa inovasi, program digitalisasi, atau kebijakan baru yang 

direncanakan atau telah diterapkan untuk meningkatkan efektivitas dan 

kontribusi Pajak Hotel ke depan : 

ñProgram digitalisasi itu sudah ada menggunakan pembayaran digital 

via QRIS sudah diterapkan untuk pajak daerah, termasuk pajak hotel, 

sebagai bagian dari upaya mempermudah transaksi dan meningkatkan 

pencatatan omset wajib pajak. Rencanya itu kita hanya mengikuti 

pemerintah saja yang sesuai dengan undang-undang yang diatur dalam 
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Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan 

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD), yang 

menggantikan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Dan untuk 

meningkatkan efektivitas dan kontribusi pajak hotel hanya cukup 

bagaimana pelaku usaha ini menyadari akan hal kewajibannya untuk 

membayar pajakò58 

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa program 

digitalisasi perpajakan telah difasilitasi melalui aplikasi yang tersedia dan 

implementasinya diselaraskan dengan regulasi serta ketentuan perundang-

undangan yang berlaku. Upaya peningkatan efektivitas dan kontribusi pajak, 

khususnya di sektor perhotelan, pada dasarnya bergantung pada tingkat 

kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban fiskalnya 

secara bertanggung jawab. 

Selanjutnya megenai pelaku usaha hotel terhadap Hotel Syariah Atiqa 

Kab. Pinrang mengenai apakah usaha hotel tersebut sudah terdaftar sebagai waji 

pajak daerah ? 

ñTentunya sudah terdaftar dan aktif dalam melaporkan pajak secara 

rutinò.59 

Lantas, Apakah anda perna mengalami kendala dalam proses pelaporan 

atau pembayaran pajak daerah? 

ñBiasanya terkendala pada teknis seperti keterlambatan jaringan dalam 

sistem online pada aplikasi yang digunakan pada BPKPD Kab. Pinrang 

akibatnya kita sebagai pelaku usaha menunggu beberapa menit sampai 

administrasinya lancarò.60 
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Selanjutnya, apakah anda merasa pemerintah daerah sudah cukup 

transparan dan komunikatif soal kebijakan pajak daerah? 

ñMenurut saya, kami merasa bahwa pemerintah daerah telah 

menyediakan informasi yang cukup jelas terkait kebijakan pajak. Semua 

perubahan atau pembaruan aturan juga disampaikan dengan baik dan tepat 

waktuò61 

B. Pembahasan 

1. Tingkat efektivitas penerimaan pajak hotel di Kabupaten Pinrang 

Tingkat efektivitas pajak merupakan indikator yang digunakan untuk 

mengukur sejauh mana realisasi penerimaan pajak mampu mencapai target yang 

telah ditetapkan oleh pemerintah. Rumus yang digunakan untuk menghitung 

tingkat efektivitas pajak adalah : Tingkat Efektivitas Pajak = (Realisasi 

Penerimaan Pajak ÷ Target Penerimaan Pajak) × 100%. Dengan menggunakan 

rumus ini, pemerintah dapat menilai apakah kebijakan dan administrasi 

perpajakan berjalan secara optimal. Apabila hasil perhitungan menunjukkan 

angka mendekati atau melebihi 100%, maka pemungutan pajak dianggap efektif. 

Sebaliknya, jika nilainya jauh di bawah 100%, hal ini menunjukkan bahwa 

pemerintah belum mampu mencapai target penerimaan pajak yang telah 

direncanakan, yang bisa disebabkan oleh berbagai faktor seperti tingkat 

kepatuhan wajib pajak yang rendah, kelemahan dalam pengawasan, atau kondisi 

ekonomi yang kurang mendukung. 

Analisis efektivitas penerimaan pajak hotel di Kabupaten Pinrang selama 

tahun 2021 hingga 2024 menunjukkan pola fluktuatif yang menandakan 

ketidakstabilan dalam kinerja fiskal daerah, khususnya dalam sektor pajak hotel. 

Pada tahun 2021, tingkat pencapaian sebesar 88,29% mencerminkan belum 

optimalnya realisasi pendapatan dibandingkan target yang ditetapkan. 

Sementara itu, pada tahun 2022 terjadi lonjakan capaian menjadi 100,34%, yang 

bahkan melampaui target dan menunjukkan efektivitas tinggi dalam pengelolaan 
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pajak hotel. Namun, pencapaian tersebut tidak bertahan lama karena pada tahun 

2023 dan 2024 mengalami penurunan yang cukup signifikan masing-masing 

menjadi 76,09% dan 71,98%. Hasil wawancara menunjukkan bahwa salah satu 

faktor penyebab utama penurunan ini adalah menurunnya kepatuhan wajib 

pajak, yang turut mempengaruhi rendahnya efektivitas pemungutan pajak hotel. 

Jika dikaji lebih dalam berdasarkan teori efektivitas dari Mahmudi, 

kondisi tersebut dapat dianalisis melalui lima indikator utama. Pertama, dari sisi 

pencapaian target, hanya tahun 2022 yang memenuhi syarat sebagai efektif 

karena realisasinya melebihi target. Tahun-tahun lainnya menunjukkan hasil 

yang kurang dari 100%, menandakan pencapaian yang belum optimal. Adapun 

berdasarka data yaitu : 

Gambar 3.9 Perbandingan Realisasi dan Target Pajak Hotel Tahun 2021 

(Sumber Data : BPKPD Kab. Pinrang) 

 

 

Gambar 3.10 Perbandingan Realisasi dan Target Pajak Hotel Tahun 2022 

(Sumber Data : BPKPD Kab. Pinrang) 



 

 

 

Gambar 3.10 Perbandingan Realisasi dan Target Pajak Hotel Tahun 2023 

(Sumber Data : BPKPD Kab. Pinrang) 

 

 

 

Gambar 3.11 Perbandingan Realisasi dan Target Pajak Hotel Tahun 2024 

(Sumber Data : BPKPD Kab. Pinrang) 

 

 

Kedua, kualitas output dapat diasumsikan menurun, terutama jika 

dikaitkan dengan kepuasan wajib pajak dan kurangnya inovasi atau perbaikan 

sistem pelayanan digital yang digunakan dalam proses pemungutan pajak 

menggunaka sistem aplikasi Sipakkamaja terkendala dalam koneksi jaringan 

yang masih kurang stabil. Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Badan 

Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) telah menerapkan 

aplikasi Sipakkamaja sebagai inovasi dalam sistem pemungutan pajak daerah. 

Aplikasi ini dirancang untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan 

akuntabilitas dalam pengelolaan pajak, sekaligus memudahkan wajib pajak 

dalam memenuhi kewajiban perpajakannya secara cepat dan tepat. Dengan 



 

 

penggunaan Sipakkamaja, BPKPD Kabupaten Pinrang berkomitmen untuk 

memberikan pelayanan yang lebih baik, modern, dan responsif kepada 

masyarakat serta mendukung peningkatan pendapatan asli daerah secara 

berkelanjutan. 

 

Gambar 3.12 Aplikasi Pajak Daerah Sipakkamaja  

(Sumber Data : BPKPD Kab. Pinrang) 

 

 

 

Gambar 3.13 Pengimputan Pajak Daerah 

(Sumber Data : BPKPD Kab. Pinrang) 



 

 

Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) adalah surat yang diterbitkan oleh 

Pemerintah Daerah yang berisi penetapan besarnya jumlah pokok pajak daerah 

yang terutang oleh wajib pajak dalam suatu masa atau tahun pajak tertentu. SKPD 

dapat memuat informasi tentang jumlah pajak yang harus dibayar, sanksi 

administrasi (jika ada), dan jangka waktu pembayaran. Surat ini berfungsi sebagai 

dasar hukum bagi pemerintah daerah untuk melakukan penagihan pajak serta 

sebagai pemberitahuan resmi kepada wajib pajak mengenai kewajiban 

perpajakannya. 

Dalam sistem perpajakan di Indonesia, keterlambatan pembayaran pajak 

dikenakan sanksi administrasi berupa bunga. Sebelumnya, sanksi ini dikenakan 

sebesar 2% per bulan, kemudian disesuaikan menjadi 1% per bulan. Namun, sejak 

diberlakukannya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) 

pada tahun 2021, besaran bunga tidak lagi bersifat tetap, melainkan dihitung 

berdasarkan suku bunga acuan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan setiap 

bulan ditambah margin tertentu. Meskipun demikian, secara prinsip, sanksi ini 

tetap dikenakan atas jumlah pajak yang dibayar setelah jatuh tempo, dan dihitung 

per bulan keterlambatan, dengan batas waktu maksimal tertentu. Misalnya, jika 

seorang wajib pajak terlambat membayar pajak selama dua bulan, maka 

dikenakan bunga sesuai tarif yang berlaku dikalikan dengan jumlah pokok pajak 

terutang dan lama keterlambatan. Sanksi ini bertujuan untuk mendorong 

kepatuhan dalam membayar pajak tepat waktu. 

 



 

 

 

Gambar 3.13 Surat Ketetapan Pajak Daerah 

(Sumber Data : BPKPD Kab. Pinrang) 

 

Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) adalah dokumen yang digunakan 

oleh wajib pajak sebagai bukti telah melakukan pembayaran atau penyetoran 

pajak daerah kepada kas daerah melalui bank, kantor pos, atau tempat lain yang 

ditunjuk oleh pemerintah daerah. Dokumen ini memuat informasi mengenai jenis 

pajak, masa pajak, jumlah yang dibayarkan, serta identitas wajib pajak. SSPD 

berfungsi sebagai bukti sah bahwa kewajiban perpajakan daerah telah dipenuhi, 

dan biasanya dilampirkan bersama laporan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah 



 

 

(SPTPD). Selain itu, SSPD juga menjadi arsip penting bagi administrasi 

perpajakan baik di pihak wajib pajak maupun pemerintah daerah. 

 

 

Gambar 3.14 Surat Setoran Pajak Daerah 

(Sumber Data : BPKPD Kab. Pinrang) 

 

QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) adalah standar kode 

QR yang dikembangkan oleh Bank Indonesia dan Asosiasi Sistem Pembayaran 

Indonesia untuk menyatukan berbagai jenis kode QR dari penyedia jasa 



 

 

pembayaran di Indonesia. QRIS digunakan sebagai metode pembayaran non-tunai 

yang praktis dan efisien, termasuk untuk pembayaran pajak, retribusi daerah, dan 

layanan publik lainnya. Melalui QRIS, wajib pajak dapat melakukan pembayaran 

hanya dengan memindai satu kode QR menggunakan aplikasi dompet digital atau 

mobile banking yang mendukung QRIS. Dengan demikian, QRIS bukanlah 

tempat pembayaran, melainkan sarana pembayaran digital yang semakin banyak 

digunakan oleh pemerintah daerah untuk mempermudah masyarakat dalam 

memenuhi kewajiban perpajakan secara cepat dan aman. 

 

 

Gambar 3.15 Qris Pajak Hotel Kab. Pinrang 

(Sumber Data : BPKPD Kab. Pinrang) 

 

Bukti pembayaran QRIS adalah dokumen atau tampilan digital yang 

diberikan kepada pengguna setelah berhasil melakukan pembayaran melalui 

sistem QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard). Bukti ini biasanya 

muncul di aplikasi dompet digital (seperti DANA, OVO, GoPay, ShopeePay, atau 

mobile banking) setelah pengguna memindai kode QR dan menyelesaikan 

transaksi. Isi bukti pembayaran QRIS umumnya mencakup nama merchant atau 

instansi penerima (misalnya: Bapenda atau Pemerintah Daerah), tanggal dan 

waktu transaksi, jumlah uang yang dibayarkan, nomor referensi transaksi, serta 



 

 

status pembayaran (berhasil/gagal). Bukti ini dapat disimpan dalam bentuk digital 

(screenshot atau file PDF) dan sering digunakan sebagai lampiran laporan atau 

bukti sah pembayaran. 

 

 

Gambar 3.16 Bukti Pembayaran 

(Sumber Data : BPKPD Kab. Pinrang) 

 

Surat Tanda Setoran (STS) adalah dokumen resmi yang digunakan 

sebagai bukti penyetoran penerimaan daerah ke kas daerah oleh bendahara 

penerima atau pihak lain yang bertugas memungut pendapatan daerah, seperti 

pajak, retribusi, atau penerimaan sah lainnya. STS memuat informasi mengenai 

jenis penerimaan, jumlah uang yang disetorkan, tanggal penyetoran, serta identitas 

penyetor. Dokumen ini biasanya digunakan dalam rangka pertanggungjawaban 

atas penerimaan daerah dan menjadi bagian penting dalam sistem administrasi 



 

 

keuangan daerah. STS juga berfungsi sebagai alat kontrol dan pelaporan dalam 

pengelolaan keuangan pemerintah daerah. 

 

 

Gambar 3.16 Surat Tanda Setoran 

(Sumber Data : BPKPD Kab. Pinrang) 

 

Ketiga, dari sisi waktu penyelesaian, dugaan adanya keterlambatan 

dalam proses pelaporan dan pembayaran pajak juga dapat menjadi hambatan 

tersendiri dikarenaka jaringan yang kurang stabil dalam pengimputan pelaporan 



 

 

pajak di aplikasi Sipakkamaja. Adapun Standar Operasional Prosedur (SOP) 

dalam pajak daerah pada BPKPD Kab. Pinrang : 

 

 

Gambar 3.16 SOP Pajak Daerah BPKPD Kab. Pinrang 

(Sumber Data : BPKPD Kab. Pinrang) 

 



 

 

Keempat, keputusan yang diambil oleh para stakeholder utama, 

khususnya pelaku usaha hotel dan pemerintah daerah, belum sepenuhnya 

mencerminkan adanya partisipasi aktif maupun sinergi yang kuat dalam 

mendukung pelaksanaan kebijakan pajak daerah. Dalam banyak kasus, 

kebijakan yang diimplementasikan cenderung bersifat sepihak, tanpa melalui 

mekanisme dialog atau musyawarah yang melibatkan pelaku usaha secara 

langsung. Hal ini menyebabkan kebijakan perpajakan yang seharusnya menjadi 

instrumen untuk memperkuat kontribusi sektor perhotelan terhadap Pendapatan 

Asli Daerah (PAD) justru kurang mendapat dukungan dari pihak-pihak yang 

seharusnya menjadi mitra utama dalam pelaksanaannya. Ketidakhadiran pelaku 

usaha dalam proses perumusan kebijakan tidak hanya mengurangi efektivitas 

implementasi di lapangan, tetapi juga melemahkan rasa memiliki dan tanggung 

jawab bersama terhadap keberhasilan sistem perpajakan daerah. Di sisi lain, 

peran pemerintah daerah sendiri masih belum maksimal dalam membangun 

komunikasi dua arah dan menciptakan ruang kolaboratif yang mendorong 

keterlibatan aktif seluruh stakeholder terkait. Kondisi ini memperlihatkan 

adanya celah koordinasi dan kurangnya integrasi strategi lintas sektor yang 

seharusnya menjadi kunci keberhasilan dalam pengelolaan pajak hotel secara 

menyeluruh. 

Terakhir, apabila ditinjau dari sudut pandang efisiensi, yaitu melalui 

analisis rasio antara output dan input dalam pelaksanaan kebijakan pajak hotel, 

maka muncul pertanyaan serius terkait efektivitas pengelolaan sumber daya 

yang telah digunakan. Rasio output terhadap input mencerminkan seberapa besar 

hasil (dalam hal ini penerimaan pajak hotel) yang dapat dicapai dibandingkan 

dengan sumber daya yang telah dialokasikan, baik dari segi anggaran, tenaga 

kerja, waktu, maupun fasilitas pendukung lainnya. Namun kenyataannya, 

penerimaan pajak dari sektor perhotelan menunjukkan kecenderungan menurun 

dari tahun ke tahun, sementara sumber daya yang digunakan untuk mendukung 

pelaksanaan kebijakan tersebut relatif tetap atau bahkan meningkat. Fenomena 

ini mengindikasikan bahwa efektivitas pengelolaan pajak hotel masih rendah, 

karena hasil yang diperoleh tidak sebanding dengan besarnya usaha dan biaya 



 

 

yang dikeluarkan. Ketimpangan ini mencerminkan perlunya evaluasi 

menyeluruh terhadap mekanisme pengumpulan pajak hotel, termasuk 

pendekatan strategi, penggunaan teknologi, kapasitas sumber daya manusia, 

serta hubungan kemitraan dengan pelaku usaha. Tanpa adanya perbaikan 

mendasar dalam aspek efisiensi ini, maka sulit bagi sektor perhotelan untuk 

menjadi pilar yang kuat dalam mendukung pertumbuhan PAD secara 

berkelanjutan. 

Pola penurunan efektivitas ini memiliki kemiripan dengan hasil 

penelitian Kustanti Dian Puspitasari (2022) di Kota Semarang, di mana 

meskipun penerimaan pajak hotel dari sisi nominal terus meningkat selama 

2018ï2020, tingkat efektivitasnya justru menunjukkan penurunan setiap 

tahunnya. Tahun 2018 tingkat efektivitas sebesar 118,75% (sangat efektif), 

namun menurun menjadi 106,10% pada 2019 dan 88,26% pada 2020. Penurunan 

ini diikuti dengan menurunnya kontribusi pajak hotel terhadap PAD, yang pada 

akhirnya menunjukkan bahwa peningkatan penerimaan nominal belum tentu 

mencerminkan efektivitas apabila tidak dibarengi dengan peningkatan sistem 

dan kepatuhan wajib pajak. Temuan ini menguatkan pola yang terjadi di 

Kabupaten Pinrang, di mana meskipun sempat mencapai puncak efektivitas pada 

2022, kinerja fiskal kembali menurun karena lemahnya konsistensi 

implementasi strategi dan koordinasi antar-stakeholder. 

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas 

penerimaan pajak hotel tidak hanya bergantung pada pencapaian target, 

melainkan juga pada variabel-variabel pendukung lainnya seperti kepatuhan 

wajib pajak, keandalan sistem informasi, serta peran aktif dari stakeholder 

terkait. Pemerintah daerah perlu segera melakukan evaluasi dan perbaikan 

melalui pendekatan kolaboratif yang melibatkan pelaku usaha hotel, 

meningkatkan kualitas pelayanan pajak, serta memaksimalkan penggunaan 

teknologi digital yang memudahkan proses pembayaran dan pelaporan pajak. 

Selain itu, pemantauan berkala terhadap rasio output-input perlu ditingkatkan 

untuk memastikan bahwa biaya administrasi pajak sepadan dengan pendapatan 

yang dihasilkan. Pendekatan ini sejalan dengan indikator efektivitas dari 



 

 

Mahmudi, yang menekankan pentingnya keterpaduan antara pencapaian 

kuantitatif dan kualitas tata kelola dalam membangun sistem perpajakan yang 

efektif dan berkelanjutan. 

2. Kontribusi pajak hotel terhadap total pendapatan asli daerah (PAD) 

Kabupaten Pinrang? 

Penelitian ini dilaksanakan di Badan Pengelolaan Keuangan dan 

Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Pinrang dengan fokus pada kontribusi 

Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kontribusi pajak hotel 

merupakan ukuran yang menunjukkan seberapa besar sumbangan penerimaan 

dari sektor pajak hotel terhadap total penerimaan pajak daerah atau Pendapatan 

Asli Daerah (PAD). Untuk menghitung kontribusi ini, digunakan rumus yaitu 

Kontribusi = (Penerimaan pajak hotel ÷ total penerimaan PAD) × 100%. 

Berdasarkan data realisasi tahun 2021 hingga 2024, terlihat bahwa kontribusi 

pajak hotel masih tergolong rendah dan belum stabil. Pada tahun 2021 

kontribusinya sebesar Rp190.698.123,00 dan tidak mencapai target. Tahun 2022 

menunjukkan peningkatan kontribusi menjadi Rp216.740.736,00 dan berhasil 

memenuhi target, namun pada tahun-tahun berikutnya terjadi penurunan 

kembali menjadi Rp164.344.582,00 (2023) dan Rp155.480.389,00 (2024), yang 

juga tidak memenuhi target. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi pajak hotel 

terhadap struktur PAD Kabupaten Pinrang belum dapat diandalkan sebagai 

sumber pendapatan utama daerah. 

Jika dianalisis berdasarkan teori kontribusi menurut Kurt Lewin dalam 

kerangka Group Dynamics, terdapat empat indikator utama yang dapat 

menjelaskan rendahnya kontribusi tersebut, yaitu partisipasi aktif, kolaborasi 

dan kerja sama tim, dampak terhadap tujuan organisasi, serta peningkatan 

kapasitas. 

Pertama, partisipasi aktif dari para pelaku usaha hotel dalam mendukung 

kepatuhan perpajakan dan keterlibatan mereka dalam berbagai program 

sosialisasi yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah masih tergolong 

rendah. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, terlihat bahwa masih 



 

 

banyak pelaku usaha yang belum sepenuhnya memahami kewajiban perpajakan 

mereka, ataupun kurang memiliki kesadaran untuk terlibat secara aktif dalam 

kegiatan penyuluhan dan edukasi perpajakan. Kurangnya partisipasi ini secara 

langsung menghambat upaya pemerintah dalam mencapai optimalisasi 

penerimaan pajak dari sektor perhotelan, yang seharusnya menjadi salah satu 

kontributor penting dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

Kedua, kolaborasi antara Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan 

Daerah (BPKPD) dengan para stakeholder di sektor perhotelan belum berjalan 

secara maksimal. Hal ini tampak dalam kurangnya sinergi dalam penyusunan 

strategi bersama, pelaksanaan pengawasan terhadap kepatuhan pajak, serta 

kegiatan edukasi dan pendampingan terhadap wajib pajak. Koordinasi yang 

lemah ini menyebabkan kebijakan dan langkah-langkah yang diambil tidak 

efektif atau kurang tepat sasaran, sehingga tujuan peningkatan pendapatan dari 

sektor ini belum dapat tercapai secara optimal. 

Ketiga, apabila dilihat dari dampaknya terhadap tujuan organisasi, 

khususnya dalam mendukung pencapaian target PAD, kontribusi pajak hotel 

selama beberapa tahun terakhir menunjukkan tren yang tidak stabil dan 

cenderung mengalami penurunan secara nominal. Hal ini menjadi indikator 

bahwa sektor perhotelan belum mampu memberikan dampak signifikan terhadap 

pencapaian target pendapatan daerah. Ketidakstabilan ini bisa disebabkan oleh 

berbagai hal, termasuk lemahnya pengawasan, tingkat kepatuhan yang rendah, 

serta belum adanya mekanisme insentif maupun sanksi yang tegas untuk 

mendorong kontribusi yang lebih besar dari pelaku usaha. 

Keempat, upaya peningkatan kapasitas, baik di tingkat aparatur 

perpajakan maupun di kalangan pelaku usaha hotel, juga belum menunjukkan 

perkembangan yang berarti. Masih ditemukan keterbatasan dalam pemanfaatan 

teknologi informasi untuk mendukung sistem pemungutan pajak yang lebih 

transparan dan efisien, serta kurangnya pemahaman terhadap peraturan dan 

regulasi perpajakan yang berlaku. Di sisi lain, belum banyak inovasi dalam 

pelayanan perpajakan yang dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib 

pajak, seperti digitalisasi sistem pembayaran atau penyederhanaan proses 



 

 

pelaporan. Akumulasi dari berbagai permasalahan ini menandakan perlunya 

pendekatan yang lebih strategis dan kolaboratif antara pemerintah daerah dan 

sektor perhotelan untuk mendorong peningkatan penerimaan pajak secara 

berkelanjutan dan optimal. 

Temuan ini memiliki keterkaitan dengan hasil penelitian Kustanti Dian 

Puspitasari (2022) di Kota Semarang, yang menunjukkan bahwa meskipun 

realisasi nominal pajak hotel meningkat dari tahun 2018 hingga 2020, tingkat 

efektivitas dan kontribusinya terhadap PAD justru menurun. Tahun 2018 

kontribusinya sebesar 8,55%, lalu turun menjadi 8,28% pada 2019 dan menjadi 

7,53% pada 2020. Kedua kasus menunjukkan bahwa peningkatan nilai 

penerimaan belum tentu berarti meningkatnya kontribusi terhadap PAD, 

terutama jika tidak dibarengi dengan pertumbuhan partisipasi dan sinergi antar 

pelaku yang terlibat dalam ekosistem pajak daerah. Dengan demikian, 

rendahnya kontribusi pajak hotel di Kabupaten Pinrang dapat dipahami tidak 

semata-mata sebagai persoalan kuantitatif, tetapi juga menyangkut aspek 

struktural dan relasional sebagaimana dijelaskan dalam teori Group Dynamics 

Lewin. 

Oleh karena itu, untuk meningkatkan kontribusi pajak hotel secara 

berkelanjutan, pemerintah daerah perlu membangun komunikasi yang lebih 

inklusif dengan pelaku industri perhotelan, menyelenggarakan pelatihan dan 

bimbingan teknis secara berkala, serta menerapkan sistem pengawasan yang 

berbasis teknologi guna meminimalkan praktik penghindaran pajak. 

Optimalisasi kontribusi tidak hanya bertumpu pada peningkatan nominal 

penerimaan, tetapi juga menuntut peningkatan kapasitas kelembagaan, 

penguatan kerja sama lintas sektor, dan penciptaan ekosistem pajak yang 

transparan, adil, dan partisipatif. Upaya tersebut sangat penting untuk 

memperkuat peran pajak hotel sebagai salah satu penopang dalam struktur PAD 

yang lebih sehat dan berkelanjutan. Adapun peraturan daerah Kab. Pinrang 

Nomor 4 tahun 2011 megenai pajak hotel : 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 
 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN  

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai efektivitas dan 

kontribusi pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pinrang, 

dapat disimpulkan bahwa : 

1. Kinerja penerimaan pajak hotel selama periode 2021 hingga 2024 

menunjukkan dinamika yang fluktuatif dan cenderung tidak stabil. Tingkat 

efektivitas pemungutan pajak hotel, yang dihitung berdasarkan perbandingan 

antara realisasi dan target penerimaan, menunjukkan capaian yang tidak 

konsisten dari tahun ke tahun. Pada tahun 2021 dan pada tahun 2023 dan 

2024, capaian justru mengalami penurunan yang menunjukkan terjadinya 

penurunan efektivitas fiskal. Penurunan efektivitas ini mengindikasikan 

adanya sejumlah permasalahan mendasar, antara lain menurunnya tingkat 

kepatuhan wajib pajak, kurangnya sistem pengawasan yang adaptif, serta 

lemahnya optimalisasi penggunaan teknologi dalam proses pemungutan. 

Berdasarkan teori efektivitas menurut Mahmudi, indikator-indikator seperti 

pencapaian target, kualitas output, waktu penyelesaian, keterlibatan 

stakeholder, serta rasio output terhadap input belum sepenuhnya terwujud 

secara optimal dalam konteks pengelolaan pajak hotel di Kabupaten Pinrang. 

2. Dari sisi kontribusi terhadap PAD, data menunjukkan bahwa pajak hotel 

masih memberikan sumbangan yang relatif kecil jika dibandingkan dengan 

jenis pajak daerah lainnya. Meskipun pada tahun 2022 terjadi peningkatan 

tetapi pada tahun 2023 dan 2024 kembali menurun. Berdasarkan teori 

kontribusi menurut Kurt Lewin dengan pendekatan Group Dynamics, 

kontribusi yang rendah ini dapat ditelusuri pada rendahnya partisipasi aktif 

pelaku usaha, lemahnya kolaborasi antara stakeholder, minimnya dampak 

terhadap pencapaian tujuan organisasi, serta belum optimalnya peningkatan 

kapasitas sumber daya manusia baik dari sisi aparat pajak maupun pelaku 



 

 

usaha. Efektivitas dan kontribusi pajak hotel di Kabupaten Pinrang masih 

memerlukan perbaikan struktural dan strategis. Upaya peningkatan 

efektivitas tidak hanya harus difokuskan pada pencapaian target angka 

semata, tetapi juga harus melibatkan penguatan sistem, peningkatan 

partisipasi stakeholder, dan pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem 

pemungutan dan pelaporan. Dengan demikian, pajak hotel diharapkan dapat 

memberikan kontribusi yang lebih signifikan terhadap kemandirian fiskal 

daerah serta pembangunan ekonomi lokal yang berkelanjutan. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, penulis mengajukan beberapa saran 

sebagai berikut: 

1. Untuk BPKPD Kab. Pinrang, diharapkan dapat meningkatkan upaya 

sosialisasi dan edukasi kepada pelaku usaha hotel mengenai pentingnya 

kepatuhan pajak sebagai bentuk kontribusi terhadap pembangunan 

daerah. Selain itu, perlu diterapkan sistem digitalisasi pemungutan yang 

lebih transparan dan akuntabel, serta memperkuat kerja sama lintas 

sektor dalam pengawasan dan pelaporan pajak hotel. Perlu juga 

dilakukan pelatihan rutin bagi petugas pemungut pajak guna 

meningkatkan kompetensi dan pelayanan publik. 

2. Bagi masyarakat, khususnya para pelaku usaha di sektor perhotelan, 

disarankan untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap 

kewajiban perpajakan sebagai bentuk kontribusi nyata terhadap 

pembangunan daerah. Partisipasi aktif dalam pelaporan dan pembayaran 

pajak secara tepat waktu sangat diperlukan guna memperkuat kapasitas 

fiskal pemerintah daerah. 

3. Pelaku usaha diharapkan dapat lebih aktif dan sadar akan kewajibannya 

dalam membayar pajak, sebagai wujud tanggung jawab sosial dan 

dukungan terhadap pembangunan daerah. Kepatuhan yang tinggi akan 

berdampak langsung terhadap peningkatan pelayanan publik serta 

kemajuan sektor pariwisata secara menyeluruh. 



 

 

4. Untuk penelitian selanjutnya, diharapkan dapat memperluas objek kajian 

tidak hanya pada pajak hotel, tetapi juga sektor pajak lainnya seperti 

restoran atau hiburan, serta mempertimbangkan variabel tambahan 

seperti tingkat kepuasan wajib pajak, inovasi layanan, dan efisiensi 

anggaran. Penelitian lanjutan juga disarankan menggunakan pendekatan 

campuran (mixed methods) agar mampu memberikan gambaran yang 

lebih komprehensif tentang dinamika penerimaan pajak daerah. 
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PEDOMAN WAWANCARA  

1. Tingkat efektivitas penerimaan pajak hotel di Kabupaten Pinrang 

1. Bagaimana tingkat efektivitas penerimaan Pajak Hotel dibandingkan dengan 

target yang telah ditetapkan dalam beberapa tahun terakhir? 

2. Apakah terdapat strategi khusus yang dilakukan oleh BPKPD dalam 

meningkatkan capaian target penerimaan Pajak Hotel? 

3. Apa saja faktor utama yang memengaruhi keberhasilan atau kegagalan 

pencapaian target Pajak Hotel di Kabupaten Pinrang? 

4. Apakah hasil dari penerimaan Pajak Hotel sudah mampu mendukung kebutuhan 

pembangunan daerah secara signifikan? 

5. Apakah proses penetapan, pemungutan, dan pelaporan Pajak Hotel berjalan 

sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan? Dan apa tantangan utama yang 

dihadapi dalam hal keterlambatan penyelesaian proses administrasi penerimaan 

Pajak Hotel? 

6. Apakah ada sistem monitoring yang digunakan untuk memastikan ketepatan 

waktu dalam proses pajak hotel? 

Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Hotel 

Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Pada 

BPKPD Kab. Pinrang 



 

 

7. Apakah ada forum atau mekanisme koordinasi rutin antara BPKPD dan 

stakeholder terkait dalam evaluasi penerimaan Pajak Hotel?. Dan sejauh mana 

masukan dari stakeholder dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan 

kebijakan pajak daerah, khususnya pajak hotel? 

8. Bagaimana Bapak/Ibu menilai kualitas data dan laporan yang dihasilkan dari 

sistem pemungutan Pajak Hotel saat ini? 

9. Menurut Bapak/ibu, apakah rasio antara biaya yang dikeluarkan dan pajak yang 

berhasil dipungut saat ini sudah ideal? Jika belum, langkah apa yang sebaiknya 

dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dalam sistem pemungutan Pajak Hotel? 

10. Bagaimana Anda menilai kesesuaian antara hasil atau output penerimaan Pajak 

Hotel dengan jumlah sumber daya yang telah dikeluarkan, baik dari segi biaya 

operasional, waktu, maupun tenaga kerja yang terlibat dalam proses 

pemungutannya?" 

2. Kontribusi pajak hotel terhadap total pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten 

Pinrang? 

1. Bagaimana Bapak/ibu menilai tingkat partisipasi aktif dari para pelaku usaha 

hotel dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka, dan sejauh mana hal ini 

berkontribusi secara signifikan terhadap total Pendapatan Asli Daerah 

Kabupaten Pinrang? 

2. Sejauh mana kerjasama antar tim di internal BPKPD dan dengan stakeholder 

terkait lainnya berjalan efektif dalam mengoptimalkan penerimaan Pajak Hotel 

sebagai kontributor utama PAD? 

3. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana kontribusi Pajak Hotel secara signifikan 

mempengaruhi pencapaian tujuan strategis organisasi pemerintah daerah, 

khususnya dalam hal pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik? 

4. Sejauh mana peningkatan kapasitas, baik dalam bentuk pelatihan formal maupun 

pengalaman lapangan, mampu memperkuat kualitas pengawasan dan 

pengelolaan Pajak Hotel secara profesional dan akuntabel? 



 

 

5. Bagaimana proyeksi kontribusi Pajak Hotel terhadap PAD dalam jangka 

menengah dan panjang, dan apa rekomendasi kebijakan yang dapat diusulkan 

untuk mengoptimalkan potensi pajak dari sektor perhotelan? 

6. Apa inovasi, program digitalisasi, atau kebijakan baru yang direncanakan atau 

telah diterapkan untuk meningkatkan efektivitas dan kontribusi Pajak Hotel ke 

depan? 

7.  Apakah usaha hotel Anda sudah terdaftar sebagai wajib pajak daerah?  

8. Apakah Anda pernah mengalami kendala dalam proses pelaporan atau 

pembayaran pajak daerah? 

9. Apakah Anda merasa pemerintah daerah sudah cukup transparan dan 

komunikatif soal kebijakan pajak daerah? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

HASIL WAWANCARA  

 

Narasumber 1 

Ibu Hj. Sitti Naharia, S.P. 

1. Bagaimana tingkat efektivitas penerimaan Pajak Hotel dibandingkan dengan target 

yang telah ditetapkan dalam beberapa tahun terakhir ? 

ñDalam tingkat efektivitas cara perhitungannya menggunakan rumus yaitu 

fektivitas = (realisasi penerimaan pajak hotel ÷ target penerimaan pajak hotel) × 

100 persen. Jika hasil perhitungan mendekati atau bahkan melebihi 100 persen, 

maka pemungutan pajak hotel dapat dikatakan efektif. Sebaliknya, jika nilainya 

jauh di bawah 100 persen, maka hal tersebut menunjukkan bahwa pemungutan 

pajak belum berjalan optimal dan perlu dilakukan evaluasi serta perbaikan, baik 

dari sisi administrasi, pengawasan, maupun kesadaran wajib pajak. Data 

pencapaian pajak hotel di 2021 sampai 2024 hasilnya ketidakstabilan dalam 

kinerja penerimaan pajak. Pada tahun 2021, tingkat pencapaiannya 88,29%, yang 

berarti realisasi pendapatan dari pajak hotel belum sepenuhnya mencapai target 

yang sudah ditetapkan pemerintah. Pada tahun 2022, sebesar 100,34% bahkan 

melampaui target. tetapi tahun 2023 menurun menjadi 76,09%, dan kembali 

menurun lagi pada tahun 2024 menjadi 71,98%. Penurunan ini karena 

menurunnya kepatuhan wajib pajakò 

2. Apakah terdapat strategi khusus yang dilakukan oleh BPKPD dalam meningkatkan 

capaian target penerimaan Pajak Hotel ? 

ñTentunya kami selalu memiliki strategi agar meningkatkan penerimaan dari Pajak 

Hotel. Pertama, kami mengidentifikasi hotel-hotel yang belum terdaftar sebagai 

wajib pajak, kami juga menerapkan sistem monitoring pengawasan ketat dan 

penegakan sanksi administratif menjadi bagian penting dalam memastikan 

kepatuhan wajib pajak.  kami juga rutin melakukan sosialisasi dan edukasi kepada 

pelaku usaha perhotelanò 



 

 

3. Apa saja faktor utama yang memengaruhi keberhasilan atau kegagalan pencapaian 

target Pajak Hotel di Kabupaten Pinrang ? 

ñSalah satu keberhasilannya meningkatnya kesadaran para pelaku usaha hotel 

untuk kewajiban perpajakan mereka oleh beberapa faktor kunci, yaitu tingginya 

okupansi hotel, tingkat kesadaran serta kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan 

dan menyetor pajak secara tepat waktu, serta kualitas integrasi data antar-opd 

seperti BPKPD, Dinas Pariwisata, dan KP2KP. Kalau yang menjadi kegagalan 

kurangnya kepatuhan dari beberapa pelaku usaha yang belum secara rutin 

melaporkan omzet mereka minimnya edukasi dan sosialisasi kepada pelaku usaha 

mengenai aturan perpajakan juga menghambat kesadaran wajib pajak. Terakhir, 

lemahnya sistem penegakan sanksi administratifðbaik berupa tagihan otomatis, 

publikasi wajib pajak nakal, maupun tindakan hukumðberpotensi merusak 

efektivitas pemungutan pajak hotel di daerah.ò 

4. Apakah hasil dari penerimaan Pajak Hotel sudah mampu mendukung kebutuhan 

pembangunan daerah secara signifikan ? 

ñKalau kita lihat secara proporsional, kontribusi pajak hotel pada PAD belum 

terlalu besar tapi hasil dari pajak hotel tetap memberikan kontribusi. Hanya saja, 

pajak hotel ini lebih bersifat sebagai pelengkap dari sumber pendapatan lain. 

Untuk mendukung pembangunan daerah itu masih sangat kecilò 

5. Apakah sudah berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dan apa 

tantangan utama yang dihadapi dalam hal keterlambatan penyelesaian proses 

administrasi penerimaan Pajak Hotel ? 

ñTentunya dalam proses penetapan, pemungutan, dan pelaporan Pajak Hotel 

sudah mengikuti alur dan jadwal yang telah ditetapkan dalam regulasi daerah. 

Pelaku usaha hotel ini harus melaporkan setiap bulanan omzetnya sekian berapa 

maka dari pendapatannya kita ambil 11% untuk menetapkan sekian pajak yang 

harus mereka bayarkan. Tentunya juga apabila mereka membayar pajak tidak tepat 

waktu atau keterlambatan akan dikenakan denda sebesar 1%. Kalau dalam 



 

 

keterlambatan proses administrasi karena kurangnya sumber daya manusia yang 

menangani proses pembayaran apalagi dating waktu yang bersamaanò 

6. Sejauh mana peningkatan kapasitas, baik dalam bentuk pelatihan formal maupun 

pengalaman lapangan, mampu memperkuat kualitas pengawasan dan pengelolaan 

Pajak Hotel secara profesional dan akuntabel ? 

ñLagi dan lagi peningkatan kapasitas SDM, baik melalui pelatihan formal maupun 

pengalaman teknis di lapangan, sangat berpengaruh terhadap kualitas 

pengelolaan dan pengawasan pajak. Ada beberapa pegawai mengikuti pelatihan 

pajak daerah dan penggunaan aplikasi monitoring digital, yang terbukti 

meningkatkan akurasi pengawasan dan efisiensi kerja. Staf BPKPD juga 

memberikan pembinaan kepada pelaku usaha hotel, melakukan verifikasi 

lapangan. Akan tetapi, pelatihan masih perlu ditingkatkan dan dirancang secara 

berkelanjutanò 

7. Apa inovasi, program digitalisasi, atau kebijakan baru yang direncanakan atau telah 

diterapkan untuk meningkatkan efektivitas dan kontribusi Pajak Hotel ke depan ? 

ñProgram digitalisasi itu sudah ada menggunakan Qris dalam metode 

pembayaran. Rencanya itu kita hanya mengikuti pemerintah saja yang sesuai 

dengan undang-undanga yang berlaku saat ini. Dan untuk meningkatkan efektivitas 

dan kontribusi pajak hotel hanya cukup bagaimana pelaku usaha ini menyadari 

akan hal kewajibannya untuk membayar pajakò 

Narasumber 2 

Bapak Lukman, S.E. 

1. Apakah ada sistem monitoring yang digunakan untuk memastikan ketepatan waktu 

dalam proses pajak hotel : 



 

 

ñIya, pastinya ada sistem monitoring untuk memastikan ketepatan waktu dalam 

pelaporan dan pembayaran Pajak Hotel itu menggunakan aplikasi pelaporan pajak 

online untuk menyampaikan laporan secara digital setiap bulannyaò 

2. Apakah ada forum atau mekanisme koordinasi rutin antara BPKPD dan stakeholder 

terkait dalam evaluasi penerimaan Pajak Hotel Dan sejauh mana masukan dari 

stakeholder dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan kebijakan pajak 

daerah, khususnya pajak hotel ? 

ñAda, kami lakukan secara rutin langsung berkoordinasi dengan berbagai 

stakeholder terkait, seperti pelaku usaha perhotelan, dinas pariwisata. Biasanya 

kami lakukan forum diadakan minimal sekali dalam satu periode untuk 

menyampaikan informasi, evaluasi, masukan terkait capaian pajak hotel. Apabila 

ada masukan khususnya dalam kebijakan baru atau melakukan penyesuaian 

terhadap peraturan yang sudah adaò 

3. Bagaimana Bapak/Ibu menilai kualitas data dan laporan yang dihasilkan dari sistem 

pemungutan Pajak Hotel saat ini ? 

ñKalau dari sisi kualitas, melihat data dan laporan yang dihasilkan dari sistem 

pemungutan Pajak Hotel saat ini sudah baik, apa lagikan sistem itu sudah akurat 

datanya untuk melihat pencatatan atau pelaporan PAD adanya aplikasi 

sipakkamaja dan sistem informasi pajak yang mulai diterapkan sudah membantu 

mempercepat proses pelaporan serta mempermudah monitoring oleh pemerintah 

daerah.ò 

4. Langkah apa yang sebaiknya dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dalam sistem 

pemungutan Pajak Hotel? 

ñSoal rasio antara biaya yang dikeluarkan dan pajak yang berhasil dipungut, saat 

ini memang belum bisa dikatakan sepenuhnya ideal. Masih ada beberapa yang 

perlu ditingkatkan, terutama efisiensi dalam operasional pemungutan dan 

pengawasan. Untuk itu, salah satu cara yang dilakukan dengan memperkuat sistem 



 

 

digitalisasi juga perlu meningkatkan kapasitas SDM dalam pemanfaatan teknologi. 

Apalagi dilihat dari sinikan masih kekurangan SDM bagian pendapatn yang 

mungkin bisa nantinya di tambahkanò 

5. Sejauh mana kerjasama antar tim di internal BPKPD dan dengan stakeholder terkait 

lainnya berjalan efektif dalam mengoptimalkan penerimaan Pajak Hotel sebagai 

kontributor utama PAD ? 

ñKalau koordinasi antar tim di BPKPD cukup berjalan efektif, terutama antara tim 

pendataan, penagihan, dan pengawasan. Untuk kerja sama dengan stakeholder 

eksternal seperti dinasp pariwisata dan pelaku usaha hotel tentunya kami 

melaksanakan sosialisasi bersama dan pendampingan teknis pelaporan pajak 

kepada pengusaha hotel. Dinas Pariwisata juga mendukung dengan memberikan 

data usaha hotel yang terdaftar dan aktifò 

6. Apakah mempengaruhi pencapaian tujuan strategis organisasi pemerintah daerah, 

khususnya dalam hal pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik ? 

ñWalaupun jumlahnya kecil tetapi penerimaan dari sektor ini turut menyumbang 

pendanaan untuk proyek-proyek strategis seperti peningkatan infrastruktur 

pendukung pariwisata, perbaikan fasilitas umum, atau program layanan publik 

yang berkaitan langsung dengan kenyamanan warga dan wisatawanò 

Narasumber 3 

Ibu Rahmawati, S.E., M.M. 

1. Bagaimana menilai kesesuaian antara hasil atau output penerimaan Pajak Hotel 

dengan jumlah sumber daya yang telah dikeluarkan, baik dari segi biaya operasional, 

waktu, maupun tenaga kerja yang terlibat dalam proses pemungutannya ? 

ñKalau kami lihat dari sisi kesesuaian output penerimaan Pajak Hotel dengan 

sumber daya, memang masih perlu dievaluasi secara menyeluruh. Dari segi waktu 

dan tenaga kerja, proses pemungutan dan pengawasan juga cukup menyita, karena 



 

 

kami masih harus melakukan pengecekan manual terhadap laporan yang masuk, 

apalagi kalau belum semua pelaku usaha menggunakan sistem pelaporan onlineò 

2. Bagaimana kontribusi pajak hotel terhadap total pendapatan asli daerah (PAD) 

Kabupaten Pinrang ? 

ñUntuk menghitung kontribusi pajak hotel, digunakan rumus yaitu kontribusi = 

(penerimaan pajak hotel ÷ total penerimaan PAD) × 100%. Kalau secara 

keseluruhan kontribusi Pajak Hotel masih tergolong kecil jika dibandingkan dengan 

jenis pajak lainnya, dilihat dari laporan realisasi anggaran pada tahun 2021 tidak 

mecapai target, tahun 2022 mencapai target, tahun 2023-2024 tidak mencapai 

targetò 

3. Bagaimana Bapak/ibu menilai tingkat partisipasi aktif dari para pelaku usaha hotel 

dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka, dan sejauh mana hal ini 

berkontribusi secara signifikan terhadap total Pendapatan Asli Daerah Kabupaten 

Pinrang ? 

ñTingkat partisipasi pelaku usaha hotel membaik tetapi meskipun belum merata. 

Hotel yang sudah lama beroperasi menunjukkan kepatuhan yang cukup baik, mereka 

rutin membayar pajak hotel. Namun, masih ada juga pelaku usaha kecil yang belum 

sepenuhnya memahami atau melaksanakan kewajiban perpajakan dengan berlaku. 

Apalagi hotel yang terdaftar di kabupaten pinrang ini hanya 12 jadinya kontribusi 

pajak hotel yang masuk hanya sedikit setiap tahunò 

Narasumber 4 

Hardika  

1. Mengenai pelaku usaha hotel terhadap Hotel Syariah Atiqa Kab. Pinrang mengenai 

apakah usaha hotel tersebut sudah terdaftar sebagai wajib pajak daerah ? 

ñHotel tersebut memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) dan 

Tentunya sudah terdaftar dan juga aktif dalam melaporkan pajak secara rutinò. 



 

 

2. Apakah anda perna mengalami kendala dalam proses pelaporan atau pembayaran 

pajak daerah? 

ñPada awal penerapan sistem pelaporan online, kami sempat mengalami kesulitan 

dalam mengoperasikan sistem tersebut karena kurangnya pemahaman teknis. 

Namun, setelah mendapat pendampingan dari pihak BPKPD Kab. Pinrang, kami 

bisa menyesuaikan dan menjalankan kewajiban perpajakan dengan lebih lancar. 

Biasanya juga terkendala pada teknis seperti keterlambatan jaringan dalam sistem 

online pada aplikasi yang digunakan pada BPKPD Kab. Pinrang akibatnya kita 

sebagai pelaku usaha menunggu beberapa menit sampai administrasinya lancarò. 

3. Apakah anda merasa pemerintah daerah sudah cukup transparan dan komunikatif 

soal kebijakan pajak daerah? 

ñMenurut saya, kami merasa bahwa pemerintah daerah telah menyediakan 

informasi yang cukup jelas terkait kebijakan pajak. Semua perubahan atau 

pembaruan aturan juga disampaikan dengan baik dan tepat waktu. Pihak BPKPD 

biasanya memberikan sosialisasi atau pemberitahuan secara langsung maupun 

melalui media resmi. Selain itu, kami juga merasa terbantu dengan adanya 

pendampingan dari petugas pajak daerah ketika kami mengalami kendala teknis. 

Namun, kami berharap ke depannya komunikasi bisa lebih ditingkatkan, terutama 

melalui kanal digital agar informasi bisa lebih cepat kami terimaò 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 


